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Assalamu'alaikum wr. wb. 
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.Ab:5 t::r C3. k.:5 i 

Suatu organisasi perkantoran cenderung berubah dengan 
cepat dan dalam berbagai situasi. Pola organisasi Kantor 
Pemerintah Daerah Ponorogo mengalami perubahan, dari pola 
organisasi minimum menjadi pola organisasi maksimum. 
Bertitik tolak dari ini perlu adanya tinjauan terhadap 
kantor sebagai wadah pusat kegiatan. 

Untuk mendekati suatu wadah kegiatan perlu adanya 
tinjauan terhadap Kantor Pemerintah Daerah, dengan pende­
katan studi terhadap organisasi tataruang kerja, hubungan 
kegiatan kerja, sistem pelayanan, kebutuhan ruang, pola 
hubungan ruang dan besaran ruang. Karena berkaitan dengan 
aktifitas pelayanan diharapkan ter1adi adanya efektifitas 
kerja yang optimal. 

Sebagai landasan studi pendekatan tidak lepas dari 
suatu kondisi kegiatan makro, yaitu kegiatan yang dilaku­
kan masyarakat kota (sebagai unsur yang dilayani) dalam 
hal ini kondisi Kota Ponorogo, yang meliputi kondisi 
potensi penduduk, kondisi kegiatan dan kondisi trans­
portasi. 

Kantor Pemerintah Daerah sebagai pusat Pemerintahan 
di Daerah mempunyai fungsi utama pelayanan terhadap masya­
rakat, sehingga dituntut efektifitas kerja untuk meng­
hindari- adanya penghamburan potensi sumber daya para 
pegawai. Melalui evaluasi terhadap kondisi Kantor 
Pemerintah Daerah dengan mengemukakan kondisi perkantoran 
yang mencerminkan hirarki jabatan, dasar-dasar dalam 
menuju efektifitas dan faktor yang mempengaruhi. 

Sebagai landasan konsepsual dilakukan pendekatan teLha­
dap tat a letak m~g5a bangunan dan pendekntan tata ruang 
yang mencerminkan hirarki jabatan sesuai dengan struktur 
organisasi yang ada padaKantor Pemerintah Daerah Kabupa­
ten Ponorogo. 

Pada pembentukan tata fisik baru tersebut perlu dilaku­
kan strategi perancangan penataan Kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tingkat II Ponorogo, agar terbentuk suatu kant or 
pemerintahan di Daerah yang padu serta dapat berperan 
positif dalam tatanan perkantoran Pemerintah Daerah yang 
berwibawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PERHASALAHAN 

Suatu Pemerintah Daerah adalah sebagai bag(iin--'" 

dar i pada 5 istem pemer intahan Negara 'yang seharusnya 

perlu diketahui oleh setiap warga negara. Karena d~ngan 

demikian setiap warga negara akan mengetahui dimana 

kedudukannya, apa hak dan.kewajibannya didalam kehidu­

pan bernegara. 

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di 

daerah maka Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mem­

punyai tujuan dan fungsi untuk rnemberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan terhadap 
I 
I _ _ _ _ 

~asyarakat menuntut adanya suatu wadah kegiatan pelaya­

nan yang efektif. Untuk rnencapai efektifitas kerja yang 

optimal diperlukan studi terhadap organisasi tata ruang 

kerja yang sesuai dengan kegiatan kerja, hUbungan ) 

kegiatan kerja, sistem pelayanan, kebutuhan ruang, pola 

hubungan ruang dan kebutuhan besaran ruang.r---~-:;:~~
'. 1 

demikian diperlukan analisa untuk mengetahui keterkai­

tan antar bagian yang ada dalam Kantor Pemerintah 

Daerah Kabupaten Dati II. Karena organisasi perkantoran 

cenderung berubah dengan cepat dan dalam berbagai 

situasi, maka perlu perhatlan yang tanggap. 
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Dialam pembangunan dewasa ini segalanya telah 

terbangun secara cepat, hal yang paling menonjol teru­

tama semakin pesatnya komunikasi budaya serta perkem­

bangan-perkembangan tata kehidupan, dan berkaitan erat 

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat juga semakin 

meningkat. 

Dalam hal ini jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II 

Ponorogo juga mengalami perubahan yaitu perubahan 

bagian, yang tadinya sebelas bagian menjadi empa,t belas 

bagian. Penambahan jumlah bagian ini berkaitan dengan 

adanya perubahan pola organisasi, perubahan tersebut 

dapat dilihat dari tolok ukur yang adan pada Pemerin­

tah Daerah pada umumnya seperti, luas wilayah, jumlah 

penduduk, jumlah wilayah bawahan, jumlah pendapatan 

asli daerah. 1 ). 

Setelah diadakan evaluasi maka terdapat perubahan 

pola organisasi minimal menjadi pola organisasi maksi­

mal, 3~hlngga membutuhkdn ~drana dan pra~aran~- guna 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan, baik untuk 

saat sekarang maupun masa mendatang dalam Kantor 

Pemerintah Daerah Tingkat II Ponorogo perlu adanya 

penataan, guna memudah,kan dalam pengawasan dan koordin­

asi serta untuk meningkatkan ef'ektif i tas ke~j'a' baik 

D. Keputusan I1enteri Dalall Negeri No. 28 Tahun 1992. 
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keluar maupun kedalam. Penataan dimaksudkan untuk 

mengungkapkan kesatuan (unity) dan memberikan citra 

terhadap bangunan perkantoran yang berwibawa. Karena 

sebagai bangunan perkantoran kurang mendukung dalam 

penampilan sebagai kantor pemerintahan, selain itu 

untuk memberikan pelayanan yang efektif untuk masa 

mendatang. 

B.	 PERHASALAHAN 

1.	 Masalah Umum 

Bagaimana meningkatkan efektifitas dalam penyeleng­

garaan pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat 

menyangkut sega1a fasilitas dan kelengkapanya. 

2.	 Masalah Khusus 

- Bagaimana menata suatu komplek perkantoran 

Pemerlntah Daerah Tingkat II Ponoroga yang sesuai 

dengan tuntutan da1am urusan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pe1ayanankepada masyarakat. 

-	 Bagaimana menciptakan bentuk fisik bangunan Kantor 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo yang men­

cerminkan satu kesatuan yang monumental dan berwi­

bawa. 

C. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan Memembuat wadah kegiatan administrasi Kantor 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo yang 

mencerminkan hirarki jabatan seperti pada 

struktur organisasi pada Pemerintahan Daerah 

Ponorogo. 

Sasaran	 Pendekatan keglatan kerja yang ada, hubun­

gan kegiatan kerja, sistem pelayanan, kebu­

tuhan ruang, pola hubungan ruang dan kebutu­

han besaran ruang. 

O.	 LINGKUP PEHBAHASAN 

Lingkup pembahasan dibatasi pada bidang arsitektur 

saja. Disiplin-disiplin ilmu lain akan dipakai sejauh 

dapat menunjang pembahasan. 

E.	 KETOOE PEHBAHASAN 

a. Analisa	 dan Sintesa 

- Tahap pengungkapan masalah melalui pengumpulan 

data lewat observasi secara langsung, wawancara 

dan studi literature 

- Struktur data disusun dengan menjarlng/mengidenti ­

fikasikan atas permasalahan yang dianalisa 

disamping didukung teori, juga persyaratan dan 

fungsi serta peranan yang dianggap dapat dijadikan 

tolok ukur. 

- Kondisi	 dan potensi Kabupaten itu sendiri yang 
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dipakai sebagai pertimbangan yang menentukan. 

b.	 Evaluasi 

Pendekatan dan pemecahan masalah dilakukan dengan 

melihat kondisi yang ada pada saat sekarang. 

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan­

perhitungan serta visualisasi untuk menggambarkan 

bentuk-bentuk pemecahan yang optimal. 

c.	 Induksi 

Melihat su~tu data/permasalahan pada kondisi terten­

tu sebagai indikator dalam memperkirakan/menentukan 

macam keadaanpada kondisi yang berbeda. 

F.	 SISTEKATIKA PEKBAHASAN 

1.	 Pendahuluan mengungkapkan latar belakang, permasala­

han serta apa yang akan dipecahkan dalam kasus ini. 

2.	 Tinjauan terhadap Pemerintah Daerah Tingkat 

berisi mengenai gambaran umum kegiatan kerja pelaya­

nan Pemerintah Daerah tArhndap masyarakat dan fasi ­

litas yang dibutuhkan. 

3.	 Mengemukakan tinjauan kota Kabupaten Ponorogo yang 

menyangkut diskripsi wilayah, kondisi kota, ungka­

pan bent uk arsitektural, serta kondisi Kantor Pemda 

Ponorogo 

4.	 Mengemukakan analisis Kantor Pemda Kabupaten Pono­

rogo kaitannya dengan efektifitas kerja dan pelaya­

nan untuk menuju pendekatan konsep perencanaan dan 

perancangan. 

II 
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5.	 Mengemukakan pendekatan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan ._ 

.	 6. Mengemukakan konsep perancangan Kantor Kabupatan 

Ponorogo. 
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BAB II
 

TINJAUAN PEHERINTAH DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
 

A. Pengertian & Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II 

1. Pengertian dan batasan 

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II disini 

ada1ah Kepa1a Daerah dan Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah 

(DPRD), yang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. 21 • 

Berdasarkan azas desentra1isasi, -Pemer intah Daerah 

Tingkat II mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. 3 ). 

Menurut UU RI No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah, daerah di Indonesia dibentuk 

berdasar azas sentra1isasi dan desentra1isasi. SebagaI 

real!saslnya dl daerah terdapat dua jenls pern~LlllLdhan, 

yaitu pemerintahan yang bersifat administratif (azas 

sentralisasi) dan pemerintah yang bersifat ekonomi 

(azas desentra1isasi). 

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan 1eges1atif, dibantu 

oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah, secara 

bersama-sama menjalankan fungsi pemerintah daerah~~I. 

2LPasal 13 W RI No. 5 Tahun 1974 

3). Pasal 7 lft.J RI No. 5 Tahun 1974 

4). Pen.jelasan l.ll RI No. Tahun 1974 

7 
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I 
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2. Kedudukan 

Dengan melihat proses pembentukan maupun prosedur 

pembetunkannya yang dilandasi dasar-dasar tujuan dan 

fungsi pemerintah daerah maka kedudukannya jelas di 

dalam wilayah kota dengan batas yang ditetapkandan 

telah dlsyahkan sesuai undang-undang yang berlaku. 

Oasar - dasar proses pembentukan organisasi pemerintah 

kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terwujud 

di dalam lembaga perwakilan. Pedoman yang sekarang ada 

merupakan pedoman pembentukan susunan organisasi dari 

Oepartemen Dalam Negeri yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 

3. Pola kegiatan 

Aktifitas dari aparatur pemerintCl,h banyak m~In-

pengaruhi kegiatan yang terjadi.: Kegiatannya merupakan 

cerminnan dari pada fungsi masing-masing bidang yaitu 

bidang yang menyiapkan peraturan, undang-undang dan 

sebagai bidang yang melaksanakannya. Kemudian ada 

kegiatan yang merupakan penyebaran dan kegiatan pokok 

tersebut yang merupakan kegiatan pelayanan sampai pada 

kegiatan teknis pelaksanaan. Oi 
'­

bidang eksekutif kita 

melihat persoalan di dalam kegiatan yang disebabkan 

oleh kedudukan dan fungsi bidang ini sendiri yaitu 

sebagai kegiatan yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat secara teknis. Kegiatan tersebut dapat di 

berikutgambarkan secara garis 

J
 

I 
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- Kegiatan utama bidang legeslatif yaitu meliputi 

kegitan yang berorientasi ke dalam. 

- Kegiatan utama bidang eksekutif meliputi kegiatan 

pelayanan utama dan khusus. 

- Kegitan umum yaitu meliputi kegiatan administrasi, 

kegiatan pelayanan dan kegiatan-kegiatan penunjang 

lainnya. 

4. Fungsi Pemerintah Daerah 

Seperti tersebut diatas Kepala Daerah dan DPRD 

dibantu oleh staf bersama-sama menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah. 

Fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintah 

untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum agar 

keseluruhan proses pembangunan dapat terlaksana. Usaha 

realisasinya adalah pelaksanaan kegiatan penggabungan 

semua unsur keamanan dan ketertiban umum, baik yang 

bergerak dalam bidang keamanan umum fisik maupun men­

tal. Kegiatan ini termasuk pula usaha untuk menjaga 

keseimbangan / stabilitas disegala bidang dengan 

mengadakan kegiatan untuk mengaktifkan partisipasi 

segenap rakyat, yang terorganisir dalam berbagai lemba­

ga masyarakat. di dalam pelaksanaan renc:ana pembangunan. 

Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, mengantarkan 

rakyat pada suatu tarap kemakmuran dan kesejahteraan 

lahir dan batin melalui perencanaan dan program-program 

disegala bidang. Realisasinya adalah dengan melakukan 
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kegiatan pelayanan (service) yang sebaik-baiknya, usaha 

ini meliputi usaha pengembangan potensi masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. 

Perencanaan serta pelaksanaan program disegala 

bidang termasuk kegiatan koordinasi terhadap pelaksa­

naan proyek, baik proyek nasional maupun proyek daerah. 

Fungsi admlnistrasi, mempunyai pengertian dan 

maksud untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan usaha 

pembangunan yang dilakukan. 

Fungsl koordinasi, fungsi untuk menyelenggarakan 

koordinasi antar staf Sekretariat Daerah dengan instan­

si yang bersangkutan untuk memperlancar penyelenggaraan 

urusan rumah tangga Daerah, urusan pemerintah umum dan 

urusan pelaksanaan program-program pembangunan. 

Fungsi-fungsi diatas dilaksanakan dengan menjalankan 

berbagai kegiatan yang disertai kewenangan dan tanggung 

jawab. Kewenangan yang didukung oleh pemerintah daerah 

dan wilaydh meliputi empat kekuasaan pokok yaitu 

Kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan. 

- Kekuasaan untuk melakukan sendiri peraturan­

peraturan 

- Kekuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pelangga­

ran. 

- Kekuasaan untuk melakukan tata peradilan. 

Kemudian sesuai dengan sistem otonomi yang dianut 

segala kekuasan itu meliputi berbagai urusan yang 

diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diatur berda­
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sarkan kebutuhan dan kemampuan, berdasarkankeperluan 

pengambilan keputusan dan pember ian pelayanan kepada 

rakyat yang tepat guna dan tepat waktu. 

Dalam tata kerja, Kepala Daerah yang sekaligus 

merangkap sebagai Kepala wilayah/Bupati, harus selalu 

memonitor dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan 

program instansl-instansi vertikal tersebut, sejauh 

tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Khusus menyangkut hubungan tata kerja antara 

Kepala Daerah dengan DPRD, sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan UU RI No.5 Tahun 1974, terdapat pembagian 

yang jelas an tara Kepala Daerah dan DPRD. Masing-masing 

tidak saling bertanggung jawab, akan tetapi Kepala 

Daerah harus memberikan keterangan pertanggungjawaban 

tentang pelaksanaan pemerintahan di daerah, agar DPRD 

selalu dapat mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerin­

tahan Daerah. 

4.1. Fungsi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat 

Pemerintah Daerah dalam suatu negara pada hake­

katnya terbentuk oleh satu bangs a dalam meneapai 

eita-eita, demikian seperti yang tereamtum alinea IV 

Pembukaan UUD 1945. Seperti dijelaskan dalam GBHN, 

dalam rangka melanearkan pelaksanaan pemer~ntah 

dibentuk Pemerintah Daerah sedangkan masyarakat di 

daerah untuk memenuhi kebutuhan hoidup dank'ehidupan­
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nya mempunyai kepentingan terhadap kebijaksanaan­

kebijaksanaan dan program-program (arahan pengemban­

gan) yaitu : 

4.1.1.	 Kepentingan masyarakat dalam mencapai cita­

eita. 

a. Keamanan dan ketertiban. 

Agar kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebu 

tuhan hidup sehari-harinya dan dalam kelangsungan 

hidup dimasa yang akan datang serta peneapaian 

e1ta-eita masyarakat diseluruh negara dibutuhkan 

keamanan dan ketertiban. 

b. Kemajuan kesejahteraan. 

Untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan 

masyarakat membutuhkan perkembangan / kemajuan 
-

bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan­

b1dang tiga ini pada dasarnya merupakan kebutuhan 

masyarakat terhadap kemajuan kesejahteraan. 

e. Peningkatan ilmu pengetahuan & ketrampilan 

Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang lebih 

baik, perlu ditunjang peningkatan ilmu pengeta­

huan dan ketrampilan dari masyarakat itu sendiri. 

4.1.2.	 Kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutu­

han. 

Kebutuhan masyrakat seeara umum akan meliputi 

kebutuhan materiil dan kebutuhan spirituil baik 

itu berupa kebutuhan sosial, ekonomi, fisik 

ataupun kebutuhan emosi. 
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a. Kebutuhan sosial dikarenakan hubungan sosial 

antar anggota masyarakat misalnya kebutuhan 

perumahan, pendidikan, tempat ibadah, tempat 

rekreasi, rumah sakit. 

b. Kebutuhan ekonomi oleh karena tuntutan kelang­

sungan hidup sehari-harui, misalnya kebutuhan 

pasar, kantor, bank, toko, air minum, listrik. 

c. Kebutuhan emosi, menyangkut pemenuhan kepuasan 

jiwa baik kebutuhan sosial, ekonomi maupun fisik 

misalnya ikut ambil bagian ~alam penyelenggaraan 

pembangunan. 

4.1.3.	 Kepentingan masyarakat dalam pergerakan. 

Aktifitas pola gerak masyarakat antara lain 

adalah disebabkan adanya tutuntan kebutuhan hidup 

dari penduduknya terhadap keadaa,n fisik -suatu 

daerah dan penyebaran fasilitas-fasilitas pelaya­

nannya. 

Adapun ciri ciri dan gejala pergerakannya antara 

'-la in : ~ 

a. Sentralisasi. 

suatu kecenderungan dari penduduk untuk bersa­

ma-sama menuju pada suatu titik pusat dalam kota, 

dalam usahanyauntuk memuaskan kepentingan masya­

rakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atau untuk 

meningkat fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. 

S). Noel	 P.6ist ~ LA,Halbert, Urban Socciety, hal 80 - 81. 
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Ciri-ciri gejala ini adalah 

- Adanya pergerakan memusat 

- Adanya pergeseran ruang 

- Adanya pengelompokan letak 

- Inti dari pertumbuhan kota adalah kota lama 

yang kemudian menjadi pusat kota. 

b. Nukleasi. 

adalah pengelompokan ruang yang bersifat 

ekonomisatau badan lain. 

Ciri-ciri dari gejala ini adalah : 

- Untuk kota kecil mempunyai pusat tunggal, untuk 

kota besar mempunyai pusat ganda, dengan pusat 

utama dan saerah yang lebih kecil disebut sub 

center. 

- Pemusatan pabrik di daerah tertentu. 

- Terdapat irama harian dari gerakan pekerj~ 

antara rumah dan tempat kerja. 

- Pemisahan tempat kerja dalam daerah tertentu 

sesuai dengan fungsinya. 

- Pusat kota sangat sempit memusat pada daerah 

pasar atau jalan tunggal, tapi akan meluas 

(pada kota besar) hingga jenis fungsi yang ada 

akan tersebar di daerah inl. 

- Nilai tanah adalah yang tertinggi. 

- Permintaan akan ruang berlipat dua. 

- Terdapat pembalikan dari kekayaan (residentil 

properties). 

I 

I 

I 

._-~
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Nilai yang tinggi atas ruang di pusat ini 

menaikan nilai tanah di sekitarnya. 

c.	 Desentralisasi. 

dislnl tezdapat kecenderungan bergerak keluar 

dari pada ke pusat kota. 

Ciri-ciri dari gejala ini adalah 

- Terdapat gerakan ke arah luar dan gerakan ke 

arah luar dan gerakan ke arah pusat yang mung­

kinterjadi secara timbal balik. 

Gerakan ke arah luar dari daerah tempat tinggal 

disamping itu pemenuhan kebutuhannya terhadap 

fungsi kota yang lebih tinggi menuju ke pusat 

kota. 

-	 Kemampuan transport yang murah bergerak ke 

pusat kota dan semua baglan kompleks kota. 

- Daerah tempat tinggal yang sudah dipandang tua 

dan tak dipakai lagi ditinggalkan. 

d.	 Segregas i . 

adalah kecenderungan yang luas dari orang 

untuk memilih individu dan sebagai kelompok yang 

intim dengan siapa mereka membagi kepentingan 

nilai-nilai dan mungkin posisi soslal yang sarna. 

Ciri-ciri gejala ini adalah : 

- Pengelompokan ruang dari orang at au lembaga 

kedalam daerah yang berbeda guna ekonominya. 

- Penduduk mengelompok pada daerah dimana mereka 

dapat menang dalam persaingan tetapi dengan 

t 
Ii 
Ii 

--_/ 

I 
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rnelihat pula adanya kepentingan yang sarna dari 

penduduk lainnya (rnisalnya ras, pekerjaan, 

agarna, kebangsaan, pendidikan, kepentingan yang 

sarna, status ekonorni dan kebudayaan). 

- Rurnah-rurnah dibangun dalarn suatu kelornpok yang 

luas dan rnernpunyai corak yang sarna, dengan 

dernikian pemiliknya berada dalarn tingkatan 

sosial dan ekonorni yang sarna. 

- Daerah· segregasi type rurnahnya sarna berbentuk 

petak (blok) dan membentuk wilayah tersendiri. 

e. Invasi. 

bila individu atau kelompok meninggalkan 

daerah tempat tinggal yang lama dan berpindah ke 

daerah lain. 

Ciri-cirinya 

- Perubahan fungsi bangunan, penggunaan dan peng 

huninya. 

-	 Penggantian uari suatu tipe land use yang 

dominan at au penduduk oleh tipe kelornpok 

lain. 

Pergerakan masyarakat dalam memenuhi tuntutan 

kebutuhan ini akan menelorkan keadaan sebagai­

mana dinyatakan dalam ciri-ciri gejala yang 

bersangkutan sehingga melalui macam pergerakan­

nya dapat ditentukan bahwa sesuatu rnacam kebu­

tuhan akan rnenimbulkan pola daerah dan lokasi 

maupun penyebaran dan perkembangan yang te:r:ten­
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tu dan lebih jauh lagi akan menentukan pula 

tingkat pelayanan fasi1itas kotanya. 

4.2. Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat 

Secara garis besar, keseluruhan pelayanan Pemer­

intah Daerah terhadap masyarakat dapat dibedakan 

menjadi empat jenis pelayanan : 

4.2.1.	 Pelayanan Administrasi. 

Aparat kerja memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam bidang administratip. Pelayanan 

ini menyangkut segala usaha dan kegiatan 

ketata usahaan, pengelolaan kepegawaian dan 

keuangan yang pada dasarnya untuk kepentingan 

pelayanan kepada masyarakat baik yang 

langsung berhubungan maupun yang tidak 

langsung berhubungan. Maka pelayanan admlnistra­

tip dapat dibedakan menjadi 

a. Pelayanan administrasi langsung. 

Pelayanan ini kontak langsung berhubungan 

dengan masyarakat, dalam hal ini urusan adminis­

tratip misalnya perjanjian, informasi,penertiban, 

pengarahan. 

b. Pelayanan administrasi tak langsung. 

Pelayanan intern ketata usahaan, pengelolaan 

kepegawaian dan keuangan yang mana pelayanan ini 

demi kelancaran pelayanan adminlstrasl langsung. 
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4.2.2.	 Pelayanan Perencanaan. 

Aparat kerja memberikan kepada masyarakat secara 

langsung berhubungan, yaitu dengan penyelengga­

raan kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pengo­

lahan data yang diperlukan, menyusun rencana 

untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 

Daerah, urusan pemerintahan umum dan menyusun 

program pelaksanaanya. 

4.2.3.	 Pelayanan Pelaksanaan Pembangunan. 

Aparat kerja memberikan pelayanan kepada masyara­

kat secara langsung berhubungan dan tidak lang-

sung berhubungan dengan masyarakat. 

a. Pelayanan pelayanan yang kontak langsung 

dengan masyarakat yaitu dalam pember ian pengara­

han, penyuluhan, pendidikan ataupun latihan. 

b. Pelayanan pelaksanaan yang tidak langsung 

kontak dengan masyarakat, yaitu manyangkut teknis 

perbaikan-perbaikan kebutuhan 

perbaikan fasilit~5, sarana dan 

masyarakat 

prasarana 

seperti 

fisiko 

B. Unsur-unsur Manajemen 

1.Tugas dan Fungsi 

Agar pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya, 

diperlukan unsur-unsur management yang mempunyai 

tugas dan fungsi berbeda-beda. 
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a.	 Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi. 6 ). 

yaitu 

- Fungsi sebagai Kepala Daerah otonomi yang 

memimpin penyelenggaraan dan bertanggung-jawab 

sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

Dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban 

~emer:Lntah daerah, Kepala Daerah berkewajiban 

memberiXan keterangan pertanggung jawaban 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-ku­

rang-kurangnya sekali setahun, at au jika dipan­

dang perlu olehnya atau apabila diminta oleh 

DPR. Sebagai Kepala Daerah otonom, perlu menda~ 

pat dUkungan dari rakyat yang dipimpinnya. 

Fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang 

menjadi tugas Pemerintuh Pusat di daerah. 

Sebagai Kepala Wilayah La harus mempunyai 

kecakapan dibidang pemerintahan dan diperca­

yai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. 

Kepala Daerah yang mempunyai dua fungsi tersebut 

adalah administrator baik pemerintahan pembangunan 

maupun masyarakat. 

6). Penjelasan III No. 5 Tahun 1974, Tentang pokok1lokok Pl!Iefintahan di !Jaerah. 
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b.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/pimpinan DPRD. 

Merupakan badan legeslatif atau Badan Pembuat 

Undang-undang. 

Tugas pokok adalah merencanakan dan menetapkan 

peraturan daerah. 7 ). 

Tugas dan kekuasaannya 

- Berusaha memajukan kesejahteraan rakyat, membe­

la kepentingan daerah dan penduduk. 

- Menetapkan peraturan-peraturan daerah dan wajib 

memperhatikan dan meneliti. kehendak dan aspira­

si rakyat daerah. 

- Bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

c.	 Sekretariat Daerah. 

Merupakan unsurstaf yang membantu Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Tugas 

pokok sekretariat Daerah adalah melaksanakan 

segala usaha dan kegiatan untuk memperlancar 

penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, 

urusan pemerintahan umum dengan memberikan 

bantuan administrasi dan bantuan teknis/staf. 

d.	 Dinas-dinas Daerah 

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan segala urusan teknis pelaksanaan 

program-program Pemerintah Daerah, dimana susu­

7>. Penjelasan W No. 5 TahWl 1974. 
~•.~~ .~":-.-,.".~ 
/'"~. c; '.c..L,.V1-:~· 

.f".."·"-·, ~ll.' "'<l~~ Jotfolil- "lfi;;' ~.
;;'.'~j' r.:,il\\\.:.\\:,},~:·.,~!~

.'::"':.lllllJIjLlllll1'·.:...1"~ 
-i>< PERP\jS~ A\'..'\ ,\H 1. I""-.m11\1.!T,,,,-...,..y.... 
~ ,-'(,] 11 1\\1 "};,,,): i"\"'....I>~ ...J\\o(""·~.-\~ ,
': "'-:;--""~"'''/.'-~.;~.:~~-;:-:// 
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nan-susunan organisasi disesuaikan dengan kondisi 

Daerah berdasarkan peraturan Daerah. Dinas-dinas 

ini meliputi : 

- Dinas Pekerjaan Umum 

- Dinas Pendapatan Daerah 

- Dinas Kesehatan 

- Dinas Agraria 

- Dinas Pertanian 

- Dinas Pengairan 

- Dinas Perindustrian 

- Dinas Perikanan 

- Dinas Peternakan 

- Dinas Bangdes 

e.	 Perusahaan Daerah 

Merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah 

terutama yang bergerak untuk menambah penghasilan 

Daerah biasanya berbentuk satu Badan Usaha. 

f.	 Tnspektorat Wllayah Kabupaten 
-.--	 _..-.. -

Merupakan perangkat penqawnsan umum yang diper­

bantukan kepada Bupati dalam kedudukannya sebagai 

Kepala Wilayah Kabupaten. Tugas utama dari In­

spektorat Wilayah Daerah ini adalah membantu 

melaksanakan pengawasan umum terhadap penyeleng­

garaan Pemerlntahan Wllayah serta melaksanakan 

tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten. 
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g.	 Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Merupakan staf yang langsung dibawah dan bertang­

gungjawab pada Bupati, serta bertugas membantu 

Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

Perencanaan dan pembangunan Daerah, serta 

penilaian atas pelaksanaannya. 

h.	 Kantor Sosial dan Politik Kabupaten 

Merupakan aparat Departemen Dalam Negeri yang 

diperbantukan kepada.Bupati Kepala Daerah Tingkat 

II untuk menangani masalah-masalah sosial politik 

di Kabupaten. Antara lain menyangkut pembinaan 

umum, pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan 

Bangsa, pembinaan ketertiban umum dan politik. 

i.	 Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7). 

Merupakan Lembaga Pemerintah di lingkungan Pemer­

intah Kabupaten Daerah Tingkat II yang diperban­

tUkan pada Bupati untuk melaksanakan ·pemblnaan, 

Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila. 

j.	 Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip). 

Merupakan pertahanan non militer, yang integral 

dengan sistem pertahanan keamanan nasional mem­

punyai tugas merencanakan, mempersiapkan, menyu­

sun serta mengarahkan potensi rakyat dalam bidang 

perlindungan masyarakat.(linmas), dalam rangka 

pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. 

tI 
l
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2.	 Struktur Organisasi (seperti terlampir) 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Jingkat II 

Ponorogo. 

Struktur Organisasi Inwilkab Daerah Tingkat II Pono 

rogo. 

Struktur Organisasi BP7 Daerah Tingkat II Ponorogo. 

Struktur Organisasi Bappeda Daerah Tingkat II Pono­

rogo. 

Struktur Organisasi Sospol Daerah Tingkat II Ponoro­

go. 

Struktur OrganisasiMawil Hansip Daerah Tingkat II 

Ponorogo. 

C.	 KANTOR KABUPATEN SEBAGAI WADAH PEMERINTAH DAERAH YANG 

EFEKTIF DAN EFISIEN. 

1.	 Batasan dan Pengertian 

Kantor Kabupaten merupakan wadah kegiatan 

Pemerintah Daerah dibldang eksekutl£ dal~m aktifi ­

tasnya melayani masyarakQt, atau dengan kata lain 

kantor Kabupaten merupakan kantor Bupati dengan 

aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya 

mengelola daerah. Sehingga kantor Kabupaten bisa 

juga disebut wadah pertemuan antara Pemerintah 

Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati beserta	 r 
Ii 

staf-stafnya denBan masyarakat sebagai obyek pelaya-	 I! 

Ii'
i' 

nan, dalam berbagai kegiatan yang saling berkaitan. 

-;'1
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2.	 Kegiatan yang diwadahi 

Kegiatan yang ada dalam Kantor Kabupaten itu sendiri 

dalam garis besar bisa ditarik kesimpulan yaitu : 

- Kegiatan pelayanan, dilakukan oleh aparat pemerin­

tah daerah terhadap kebutuhan masyarkat daerahnya. 

-	 Koordinasi kegiatan dilakukan oleh Kepala Daerah 

yang mengkoordinasi kegiatan pelayanan keluar 

maupun keda1am yang dilakukan sub direktorat dan 

bagian-bagiannya (kegiatan kedalam) at au oleh 

dinas-dinas vertikal (kegiatan keluar). 

3.	 Pelaku kegiatan 

Pelaku kegiatanbaik itu aparat pemerintah (yang 

melayani) maupun yang dilayani bisa dibagi atas : 

masyarakat sebagai pelaku yang dilayani. 

-	 Bupati beserta stafnya sebagai pelaku kegiatan 

ydng melayani. Bupati disini dibantu o]eh sekreta­

ris daerah dan dibantu pula dalam pelaksanaanya 
_~.'. - - ..... .-­

oleh	 sub direktorat dan dinas-dinas daerah. 

4.	 Efisien dan Efektifitas kerja 

4.1.	 Pengertian 

Efisiensi 

Kata efisiensi berasal dari bahasa latin 

"eEEecere" yang berarti (menghasilkan, mengada­
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kan,	 menjadikan) .B). 

Jadi kata efisien bisa diartkan sebagai, per­

bandingan yang terbaik antara suatu usaha 

dengan hasil yang dicapai. Disini terlihat 

adanya unsur yang menjadi ukuran efisiensi 

yaitu 

a.	 Usaha yang dilakukan 

Didalam kegiatan kerja perkantoran unsur us aha 

meliputi skill/keahlian personil, waktu, 

ruang/pewadahan, serta material (termasuk uang) 

dan juga sistem kerja yang digunakan. 

b.	 Hasil kerja yang didapat 

Suatu pekerjaan yang dikatakan efisien apabila 

dengan us aha yang minimal diperoleh hasil kerja 

yang maksimal (dalam mutu dan kuwantitas peker­

jaan). 

Efektifitas 

Kata "efektif" mengandung arti terjadinya suatu 

efek atau akibat yany dikehendaki. Apabila 

dikaitkan dengan ruang, maka efektifitas ruang 

adalah bagaimana unsur-unsur ruang dapat mendu­

kung keberhasilan kegiatan yang diwadahi. 

4.2.	 Unsur-unsur yang mempengaruhi efektifitas kerja 

pada Kantor Kabupaten. 

g}'Water II. Skeat, AC.oncise EtyDlOloqical Dictionary of The English Langualje, 1958, hal 159 



26 

a.	 Faktor organisasi Pemerintah Daerah 

Sistem organisasi sangat besar pengaruhnya 

terhadap tercapainya efektifitas kerja. Suatu 

organisasi yang belum baik pada pelaksanaannya 

akan menimbulkan berbagai masalah yang akan 

berakibat pada kurang efektifnya kerja yang 

tidak tepat, hubungan kerja yang kurang jelas, 

pembentukan formasi yang tidak cocok dengan 

keadaan yang ada. 

Pemerintah Daerah sebagai apa~at pemerintah 

pusat dl Daerah, segala sesuatunya telah dlatur 

dari pusat baik yang menyangkut susunan orga­

nlsasi, formasi kepegawaian dan sebagainya. 

Dilain pihak di Daerah dengan perkembangannya 

yang pesat misalnya, juga menuntut perkembangan 

yang kondisinya dari tiap daerah tidak sama, 

untuk itu perlu diperhatikan relevansl susunan 

organisasi dengan potensi maupun permasalahan 

tiap-tiap daerah/wilayah yang berbeda. 

b.	 Faktor personalia 

Sesuai dengan fungslnya sebagai pelaksana, 

perencana, pengawas serta koordinator pelaksana 

pemerintah dan pembangunan di Wilayah, maka 

personalia kantor Kabupaten harus mempunyai 

kuwalitas yang baik (dalam hal skill maupun 

mental), karena faktor personalia ini merupakan 

salah satu faktor terpenting dari keberhasilan 
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efektifitas kerja. Pengaruh efektifits kerja 

meliputi : 

- Formasi kepegawaian 

Tingkah laku/mentalitas pegawai
 

- Unsur pimpinan
 

- Sikap pegawai mengahadai pekerja
 

c.	 Faktor peralatan 

Unsur peralatan Kantor Kabupaten secara lang­

sung akan mempengaruhi efektifitas kerja, 

kondisi-kondisi peralatan yang akan rnempenga­

ruhi efektifitas kerja antara lain: 

- Jumlah peralatan yang tidak mencukupi baik 

secara kuwantitas maupun kuwalitas, keadaan 

ini akan dapat menimbulkan pengangguran 

tersamar. 

- Peralatan yang sudah usang (kurang produktif) 

- Cara kerja peralatan yang ketinggalan jaman 

(lamban cara kerjanya). 

- Kelengkapan peralatan dan sebagainya. 

d.	 Faktor ruang kerja 

Faktor ruang kerja yang mempengaruhi efektifi ­

tas kerja adalah 

- Susunan ruang kerja (sebagai wadah kegiatan 

kerja Kantor). 

- Lingkungan tempat kerja. 

- Tata ruang tempat kerja (kaitannya dengan 

proses kerja/urutan kerja yang dilakukan). 
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- Ruang gerak dan sirkulasi. 

- Besaran ruang yang memenuhi persyaratan. 

- Macam dan bent uk ruang, dengan adanya ruang­

ruang yang tidak perlu serta bent uk ruang 

yang tidak sesuai maka efektifitas kerja juga 

terpengaruh. 
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TINJAUAN KOTA PONOROGO
 

A. Diskripsi Wilayah 

1.	 Batas dan luas Wilayah 

Wilayah kota Ponorogo di sebelah utara dibata­

si oleh Jalan Sriwijaya, Jalan Hayamwuruk, Jalan 

Batorokatong, sebelah timur dibatasi oleh Jalan 

Sunan Ampel, sebelah selatan di batasi oleh Jalan 

Sinduro, sebelah barat dibatasi oleh Jalan Untung 

Suropati, Jalan Diponegoro. 

Kota Ponorogo merupakan Ibukota Kabupaten yang 

terdiri dari 36 Desai Kelurahan yang meliputi 

wilayah kecamatan dengan luas wilayah Administrasi 

5.189,221 Ha. Empat kecamatan tersebut yaitu kecama­

tan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecmatan Jenangan 

dan kecamatan Siman (seperti terlampir). 

2. Karakteristik Wilayah 

Sebagian besar wilayah merupakan kota lama yang 

menjadi pusat kota Ponorogo. Dengan demikian wilayah 

ini menampung hampir segala kegiatan perkotaan bagi 

kota Ponorogo. Dominasi kegiatan yang menonjol dalam 

wilayah ini antara lain adalah perdagangan, pelaya­

nan umum atau pemerintahan, pendidikan, hiburan dan 

sebagainya. 

29 

4 
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Adapun penyebaran penggunaan lahan dalam wila­

yah Ponorogo untuk kelompok Pemerintahl Perkantoran 

berada didua tempat yaitu, disekitar alun-alun dan 

sebelah timur, dibagian timur kota menuju arah masuk 

kota sepanjang jalan Gajah Mada. Kegiatan industri 

hanya mengambil lokasi dibeberapa tempat relatif 

kecil. Fasilitas sosial seperti Rumah Sakit terletak 

disebelah utara kota berdekatan dengan kawasan 

perkantoran. Kelompok perkantoran yang terletak 

dibagian timur kota terutama kantor-kantor perwaki­

lan (sektoral). Kawasan perdagangan baik orientasil­

okal maupun hinterland (untuk melayani sekitar kota 

Ponorogo) berada disekitar alun-alun bagian utara, 

barat, dan sepanjang Jalan Pemuda. 

3. Topografi 

Ponorogo terletak lebih kurang 30 Km sebelah 

selatan Kota Madiun, atau 198 Km dari Ibu Kota 

Jatim. Dengan ketinggian sekitar 92 M dari permukaan 
-_._. --­._--~ 

laut; Kota ini terletak juga pada jalur jalan kolek­

tor primer untuk perhubungan jalur regional. 

Dengan topografi yang relatif datar dengan kemirin­

gan 0% sid 2%, kemudahan pencarian air, dan adanya 

mineral. Berdasarkan hal tersebut diatas pemukiman 

dan sektor-sektor lain akan mudah berkembang dengan 

adanya topografi yang relatif datar. 

------- - . ---- ---._- ------­
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B. Kondisi Kota Ponorogo 

1. Kondisi Potensi Kependudukan 

Kota ~onorogo merupakan Ibukota Kabupaten 

dengan jumlah penduduk 129.720 jiwa pada tahun 1993, 

tahun 2008 diperkirakan jumlah penduduk minimal 

159.019 jiwa maksimal 176.439 jiwa. 9 ). 

Tingkat konsentrasi penduduk dalam kota 

diperhitungkan dengan kepadatan Netto (N). Dari ke 

36 Desai Kelurahan di kota ~onorogo ternyata 3 

kelurahan mempunyai kepadatan yang tertinggi yaitu 

- Kelurahan Bangunsari 

- Kelurahan Banyudono 

- Kelurahan Nologaten 

Jadi dari nilai kepadatan menunjukan kepadatan 

absolut terdapat 3 Kelurahan dengan nilai tinggi dan 

6 desa I kelurahan dengan nilai konsentrasi sedang, 

serta 26 desal Kelurahan dengan nilai konsentrasi 

rendah. Kepadatan yang terdapat di 3 Kelur~h~n 

tersebut berada di pusat kota bagian utara serta 

bagian selatan pusat kota. 

Untuk Kelurahanl Desa dengan nilai kepadatan sedang 

berlokasi sebagian dipusat kota sebelah selatan, 

utara dan timur terhitung dari pusat kota. Bertolak 

dari Desai Kelurahan yang mempunyai kepadatan abso­

lut tinggi ini relatif berada dibagian timur kota --_.. _-­

'3). Bappeda Tingkat II Ponorogo, RUm: dan RDTRK Kota PC(lQrogo. 

-~ 
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atau sebelah timur jalan utama kota disebabkan oleh 

faktor-faktor sarana dan prasarana yang cukup terse­

dia sehingga menjadikan daya tarik yang saling 

mempengaruhi antara kebutuhan dan kegiatan masyara­

kat. 

2. Kondisi Potensi.Kegiatan 

Kegiatan utama yang merupakan tUlang punggung 

kehidupan Kota Ponorogo dan yang mendorong perkem­

bangannya adalah : 

1. Sektor Pemerintah 

2. Sektor Perdagangan 

3. Sektor Jasa dan Transportasi 

4. Sektor Kultural 

1).	 Kegiatan Pemerintahan kondisi sekarang cUkup 

baik, untuk perkembangan pada masa mendatang 

perlu adanya penetapan lokasi, karena kegia­

tan ini cukup membawa efek terhadap : 

- Rangsangan perkembangan kota selanjutnya 

terhadap pertumbuhan sektor lainya. 

- Rangsangan terhadap orientasi arus dan 

penambahan volume lalu lintas terhadap 

ruas-ruas tertentu. 

Saat ini maupun dalam kurun waktu perencan~?~ 

20 tahun mendatang pengalokasian kegiatan 

Pemerintahan baik Sipil maupun ABRI tetap 

dipertahankan di 3 lokasi, yaitu disekitar 

alun-alun bagian timur kota (Jalan Sawung­
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galing, Jalan Sunan Ampel ) dan sebagian pada 

lOKasi searah jalan kolektor primer, lebih 

diutamakan untuk kantor sektoral. 

2).	 Kegiatan perdagangan tetap dipertahankan 

disebelah barat alun-alun di Jalan Diponego­

ro,Jalan Trunojoyo dan sebagian disebelah 

utara alun-alun Jalan Sriwijaya sebelah timur 

alun-alun Jalan Gajah Mada, Jalan Panglima 

Sudirman untuk control Bisnis Distrik (CBD) 

ditetapkan di Jalan Pemuda. Untuk menghindari 

agar kegiatan perdagangan tidak terpusat pada 

suatau lokasi maka perlu dibentuk pada sub-

sub baglan kota atau unit-unit kota. Penga­

daan pusat-pusat perbelanjaan lingkungan 

perlu/lebih diutamakan. 

Dengan perkembangan persentasi transportasi 

yany cukup pegat ti<J.p tahun peranan ke<]iatan 

perdagangan maupun kegiatan jasa seperti 

perbankan, koperasi, serta kegiatan lainya 

perlu mendapat tempat dalam pengaturan struk­

turnya kuat. Untuk ini diusulkan pengem­

bangannya kearah jalan sebelah utara alun­

alun yang menuju Madiun. 

3).	 Kegiatan jasa dan transportasi perlu adanya 

pemecahan lain dari keadaan yang sekarang 

inl, mengingat keglatan perdagangan, perkan­

toran dan terminal makin lama makin ramai. 
~ 
~\S\.AM/f{;~ 
~~~~<1:;:-;~·...!'4~'\ 
!~:4..~~\\"\\\I"'''~ iJ'.~;:;',.:-~i ~·lllul\luillJ]·..\.~-

;g. JJnU$"H)'\~~fl.\\ 1<. 
1< ?t.R. iI11T~"".
k~\\\\',v -_ 
\~/}~~~~:i--;'~ 
~··~~:!~:7 
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Untuk masa yang akan datang akan menjadi 

persoalan bila keadaan ini tetap dipertahan­

kan. Yang perlu dipecahkan dalam masalah 

transportasi ini secara bertahap sesuai 

dengan perkembangan fisik kota antara lain : 

- Peningkatan kapasitas jalan secara optimal 

- Perlu adanya penambahan jalan baru sebagai 

keseimbangan pembebanan arus lalu lintas 

dalam kota. 

4).	 Kegiatan Kultural, terutama yang dimaksud 

cultural adalah khasl spesifik daerah yang 

dapat ditonjolkan dan dikembangkan saat ini 

baik hasil bumi; maupun bUdayanya masih 

menduduki tempat sebagai salah satu spesifik 

Kota Ponorogo disamping reognya. Dalam usaha 

pengembangan kota, kegiatan ini perlu diper­

timbangkan baik dalam bentuk pengadaanl 

penetapan lokasi untuk kepentingan ini. 

5.	 Keglatan-kegiatan lain 

Meliputi kegiatan-kegiatan selain kegiatan seper­

ti diatas yaitu : 

1). Kegiatan pendidikan 

Kegiata~ pendidikan diinterpolasikan dengan 

kegiatan sekolah yang ada, baik yang merupa­

kan pendidikan formal, negeri maupun swasta, 

terlihat menyebar diseluruh wilayah perenca­

naan. 
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2). Kegiatan industri 

Industri ekstraktif yang meliputi, pertanian, 

perikanan, peternakan, maupun industri pro­

sesing yang meliputi sandang/tekstil dan 

kerajinan. 

3).	 Kegiatan umum 

Meliputi kesehatan, peribadatan, sosial dan 

utilitas diwadahi dalam fasilitas cenderung 

bersifat lingkungan maupun lokal. 

3.	 Kondisi Transportasi 

Ditinjau dari sistim jaringan jalan yang ada 

didalam Kota Ponorogo hanya tergolong : 

a.	 Kolektor primer merangkap sebagai jalan utama 

kota 

b. Lokal primer serta lokal sekunder 

Arus trangportasi yaIly merupakan urat nadt kehidupan 

kota maupun luar kota hanya jalur sepanjang jalan 

dari arah : 

- Ponorogo-Madiun 

Ponorogo-Pacitan 

- Ponorogo-Trenggalek 

- Ponorogo-Wonogiri 

- Ponorogo-Magetan 

Sedang jaringan jalan lainya yang terdapat dalam 

kota berfungsi sebagai jalan penghubung antar kepen­

tingan lingkungan dengan arus kendaraan bermotor. 

Menurut perhitungan volume lalu lintas pada chek 
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point (pos-pos) tertentu didalam kota diperoleh 

gambaran pada peak-hour tercatat volume lalu lintas 

sebesar lebih kurang 2.000 SMP per jam. Namun jumlah 

kendaraan yang terhitung didominasi oleh kendaraan 

bermotor. 

C.	 Ungkapan Bentuk Arsitektur Lokal 

1.	 Keterkaitan Bentuk 

Bentuk arsitektur di Jawapada umumnya sangat 

dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam, hal ini 

dapat terlihat pada bangunan-bangunan yang berupa 

candi-candi serta masjid, juga bangunan-bangunan 

rumah tinggal. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa suku bangs a 

Jawa telah mempunyai sejarah yang tua dan menurut 

sejarah itu masyrakat Jawa telah mengenal struktur 

masyarakat feodal tersebut Raja menempati posisi 

yang tertinggi diikuti kaum bangsawan dan pejabat. 

Rumah tempat tinggal raja serta keluarganya 

disebut keraton. Pada dasarnya keraton serta rumah­

rumah tempat tinggal para bangsawan dan pejabat, 

tipe atau bentuknya sarna dengan rumah-rumah rakyat 

I-
i 

jelata yang tinggal di desa. Misalnya tipe joglo, 

limasan, kampung dan sebagainya. Keraton Surakarta 

dan Yogyakarta sebenarnya merupakan kumpulan tipe­

tipe rumah yang ada didalam masyarakat Jawa, seperti 
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Joglo, Limasan, Kampung, Panggangpe dan Tajug.~O). 

Kota Ponorogo sebagai salah satu kota di Jawa 

Timur mempunyai bentuk arsitektur lokal yang tidak 

jauh berbeda dengan bent uk arsitektur diwilayah 

Surakarta dan Yogyakarta sebagai pusat keraton. 

Bentuk-bentuk bangunan yang didominasi di Wilayah 

Kota Ponorogo adalah bentuk kampung, limasan dan 

Joglo. 

2. Bentuk Fasilitas 

Bentuk arsitektur meliputi bangunan rumah, 

fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran, fasi ­

litas pendidikan, fasilitas budaya dan rekreasi, 

industri dan fasilitas umum yang meliputi kesehatan, 

peribadatan, sosial. Bentuk-bentuk arsitektur ini 

secara bersama-sama akan membentuk arsitektur lokal. 

10). Departesen Pendidi~an dan Kehudayaan, Arsitektur Tradisional 
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D.	 Kondisi Kantor Pemerintah Daerah Ponorogo 

1.	 Tata letak 

Kantor Pemda Kabupaten Ponorogo terletak disebelah 

utara alun-alun, tepatnya di Jalan Alun-alun utara 

kelurahan Taman Arum. Sesuai pada master plan kota 

yang telah dibuat maka area pusat pemerintahan tepat 

ditengah kota, hal ini mencerminkan bahwa area pusat 

pemerintahan kota merupakan titik pusat konstelasi 

tata ruang kota. 

Pengelompokan pusat pemerintahan pada suatu area 

bertujuan untuk memudahkan koordinasi kegiatannya 

yang saling berhubungan satu sama lainnya, dalam 

menunjang pelayanan terhadap masyarakat. 

Jarak pencapaian dari pinggir kota atau bagian kota 

lainya hampir merata dan didukung pUla oleh kemuda­

han pencapaian dengan adanya jalur transportasi umum 

ydng melewatl area tersebut. 

2.	 Tata letak massa bangunan 

Kondisi tata letak massa bangunan Kantor Pemda 

Kabupaten Ponorogo seperti terlihat pada gambar 3.1 

-- , 
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Gambar 3.1 Tata Letak Massa Bangunan Pemda Kab.· 
Ponorogo. 
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18. a.Lapangan b. Lapangan & Parkir 
19. PUD 
20. Masjid 
21. Taman Kanak-kanak 
22.	 Kantor Pegadaian 

Tata letak massa· bangunan ya~g ada sekarang kurang 

mendukung dari sisi hirarki jabatan. Untuk menyesu­

aikan dengan £ungsi yang ada, perlu adanya penataan 

massa bangunan, yang didalamnya terdapat ruang-ruang 

sebagai wadah kegiatan yang mendukung terhadap 

£ungsi bangunan. Untuk perletakan ruang ada beberapa 

pedoman yaitu : 

a.	 Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang 

khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat 

yang mudah didatangi orang-orang luar tanpa 

mengganggu satuan-satuan lain, misalnya suatu 

bagian yang mengurus perizinan. Tempat yang mudah 

didatangi itu bisa didepan, penempatanya bisa di 

dalamdengan menggunakan papan penunjuk. 

b.	 Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat 

satu .~~ma_lain h~~d~~h~~ dikelompokan dalam satu 

tempat. Dengan demikian kelancaran pekerjaan dan 

jarak terpendek dapat terjamin. Bagi publik hal 

ini juga merupakan pelayanan yang baik. 

c.	 Satuan pusat yang merupakan koordinasi atau 

ruang untuk fasili~as bersama hendaknya diletakan 

ditengah, sehingga satuan-satuan lainnya dapat 

mudah menghubunginya. 
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d.	 Satuan yang lebih banyak menjalankan pekerjaan 

otak hendaknya dijauhkan dari satuan-satuan lain, 

karena membutuhkan konsentrasi. 

3.	 Program Kegiatan 

3.1. Kegiatan administrasi 

a.	 Menghimpun 

yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan 

tersedianya segala keterangan yang tadinya 
:; 

belum ada atau berserakan dimana-mana se­

hingga s1ap untuk dipergunakan bilamana 

diperlukan. 

b.	 Mencatat 

yaitu kegiatan membubuhkan dengan pelbagai 

peralatan tulis keterangan-keterangan yang 

dlperlukan sehingga berwujud tulisan yang 

dapat dibaca, dikirim dan dlsimpan. Dalam 

perkembangan teknologi sekarang ini termasuk 

pula materi keterangan-keterangan itu dengan 

alat-alat perekam suara sehingga dapat 

didengar mi",salnya pencatatan pada pita tape. 

Pada saat ini bahkan sudah biasa pencata­

tan dengan menggunakan alat komputer pada 

disket .. 

--_.~
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c. Mengolah 

yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan 

keterangan dengan maksud menyajikannya dalam 

bentuk yang lebih berguna. 

d. Mengandakan 

yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai 

cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlu­

kane 

e.	 Mengirim 

yaitu kegiatan menyampaikan dengan pelbagai 

cara dan alat dari satu pihak kepada pihak 

lain. 

f.	 Menyimpan 

yaitu kegiatan menaruh dengan pelbagai cara 

dan alat ditempat tertentu yang sama. 

3.2.	 Kegiatan Koordinasi 

Koordinasi adalah pengaturan usaha sekelompok 

orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan 

tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu 

maksud bersama. 11 ). 

Koordinasi mutlak diperlukan dalm setiap kan­

tor, karena adanya pembagian kerja dan spesia­

lisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Orang-orang dalam jumlah yang banyak dan peker­

11),	 Ibidr halaaan 91 
/"'~~ 

~~:~~~~~;:~;~~!;~
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jaan-pekerjaan yang beraneka ragam perlu dihu­

bung-hubungkan dan diselaraskan sehingga semua­

nya berlangsung secara tertib dan seirama 

menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi 

kekacauan, pertentangan, duplikasi pekerjaan 

atau kehampaan tindakan. Tanpa koordinasi yang 

langsung masing-masing karyawan akan berjalan 

sendiri-sendiri yang mungkin menuju ke pelbagai 

arah. 

3.3.	 Kegiatan Tata Hubungan 

Tata hubungan dalam kantor dapat dibedakan 

atas 

a.	 Hubungan tegak (vertikal)
 

Adalah proses menyampaikan sesuatu warta
 

dari pihak pimpinan kepada para pegawai
 

maupun dari pihak bawahan kepada pimpinan
 

(vertikal ke atas)
 

b.	 Hubungan datar (Horizontal)
 

Adalah hubungan diantara para pejabat atau
 

satuan pada tingkat jenjang organisasi yang
 

kurang lebih sederajat.
 

Hubungan vertikal keatas sebagian terbesar diwujud­

kan dalam bentuk laporan-laporan. Dalam suatu kantor 

yang baik hendaknya pada waktu-waktu tertentu para 

bawahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 

tugas-tugasnya. 

~ 
_______J!I'·' 
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Hubungan horizontal a~tara para pegawai sendiri juga 

dapat dipelihara oleh pimpinan dengan mengadakan 

pertemuan~pertemuan berkala. Dalam pertemuan itu 

dibahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

masing-masing kepala bagian atau laporan-laporan 

yang dikemukakan masing-masing. 

Hubungan para pegawai dapat juga dipelihara dengan 

menyediakan semacam ruang untuk berkumpul, misalnya 

ruang kantin. Ruang ini penting bukan saja sebagai 

suatu jasa pelayanan terhadap karyawan, melainkan 

juga sebagai suatu alat agar diantara mereka ada 

hubungan satu sam lain. 

3.4. Kegiatan Pelayanan 

Kegiatan pelayanan yang dimaksud yaitu 

pelayanan terhadap pemakai jasa Kantor pemerin­

tah dan rakyat pada umumnya. 

Kalau kegiatan pelayanan itu dilaksanakan 

sebaik-baiknya, maka Kantor tersebut akan 

mendapat pandangan yang tinggi dimata masyara­

kat. 

Bagi instansi pemerintah lebih banyak publik 

yang akan mempergunakan jasanya. Bahkan publik 

ini akan memberikan dukungan moral dan meng­

hargai segala sesuatu yang dilakukannya. BagL 

instansi pemerintah hal ini terang akan memper­

besar kewlbawaan dan martabat negara. 
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Karyawan yang berperan dalam hal ini adalah 

karyawan-karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pUblik. Karyawan yang bersemangat dan 

tepat dalam menjalankan tugas sehari-hari akan 

mendapat pengahargaan tinggi dari publik. Penga­

hargaan ini tidak dapat diperoleh dengan janji ­

janji tetapi dengan sikap tersbut di atas. 

Dari pembahasan diatas bisa dilihat aktifitas yang 

terjadi didalam Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ponorogo, secara garis besar dapat· dibedakan menjadi 

dua kagiatan yang saling berkaitan yaitu kegiatan 

pelayanan dan kegiatan perkantoran. 

4. Unit-unit Kerja dan Tugasnya 

4.1.	 Kepala Daerah 

Kepala Daerah mempunyai tugas pokok menyeleng­

garakan kegiatan pemerlntahan dalam ~angka 

meningkatkan dan mengarahkan pembangunan guna 

perkembangandan pengembangankehidupan m~syara­

kat kota serta merangsang pertumbuhan dan 

pengembangan wilayah sekitarnya. 

4.2.	 Sekretariat Wilayah / Daerah 

Sekretariat Wilayah / Darah mempunyai tugas 

membantu KepalaDaerah dalam_ penyelenggaraan 

Pemerintahan, ,pelaksanaan Pembangunan dan 

Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah. Menyeleng­
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garakan pembinaan atministrasi, organisasi dan 

tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam ling­

kungan Pemerintah Daerah. Memberikan pelayanan 

teknis atministratif kepada seluruh Perangkat 

Wilayah / Daerah dan instansi vertikal. 

Susunan organisasi sekretariat Wilayah/Daerah 

terdiri dari tiga asisten sekretar is 

Wilayah/Daerah dan empat be1as Bagian serta 

dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu 

a. Asisten Tata Praja (asisten 1) 
~ 

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan 

pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

Pemerintahan dan perumusan peraturan perundang­

undangan. 

Asisten Tata Praja membawahi 

- Bagian Tata Pemerintahan 

- Bagian Pemeri.ntahan Desa 

- Bagian Ketertiban 

- Bagian Hukum 

b. ~srsten Administrasi Pembangunan
/ 

Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan. pembinaan dan mengkoordinas­

ikan pelaksaan pembangunan, perekonomian Daerah 

dan kesejahteraan rakyat. 

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi 

- Bagian Perekonomian 

- Bagian Penyusunan Program 
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- Bagian Sosial 

- Bagian Lingkungan Hidup 

c. Asisten Administrasi 
r 

Asisten Administrsi mempunyai tugas melakukan 

dan mengkoordinasikan dibidang organisasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan 

masyarakat dan umum. 

Asisten Administrasi membawahi 

- Bagian Kepegawaian 

- Bagian keuangan 

- Bagian Organisasi 

- Bagian Hubungan Mayarakat 

- Bagian Perlengkapan 

- Bagian Umum 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaks~nakan sebagian tuqas Pemerintah Daerah 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

4.3. Unit Pelaksana 

Unit Pelaksana mempunyai tugas membantu Pemer­

intah Daerahdalam menyelenggarakan pemerin­

tahan,pembangunan, dan pembinaan masyarakat, 

di bidang teknis operasional. 

Unit pelaksana selanjutnya disebut bagian. 

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa bagian 

yakni : 
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a. Bagian Tata Pemerintahan 
~ 

Bagain Tata Pemerintahan mempunyai tugas melak­

sanakan penyusunan program dan petunjuk teknis 

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, 

kctertiban, pembinaan , perangkat Wilayah/Daer­

ah, administrasi kependudukan dan catatan sipil 

serta perkotaan. Bagian tata pemerintahan 

ini membawahi : 

- Sub bagian tata pemerintahan umum 

- Sub bag ian perangkat Wilayah/Daerah 

- Sub bagian administrasi kependudukan 

- Sub bag ian perkotaan 

Sub bagian ini, masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala subbagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian tata pemerintahan. 

b. Bagian Pemerintahan Desa 

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pemblnaan penyelenggaraan Tata Pemerln­

tahan Desa/Kelurahan , pembangunan Desa/Kelura­ ;1 

han dan lembaga Desa. II 

Bagian Pemerintahan Desa membawahi : I 
- Sub bag ian tata pemerintahan Desa II 

- Sub bagian perangkat administrasi Desa 

- Sub bagian pengembangan lembaga Desa 

- Sub bagian pendapatan dan kekayaan Desa 
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Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian pemerintahan desa. 

(~:	 Bagian Ketertiban 
---./ 

Bagian Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembi­

naan ketertiban umum, perizinan dan keagra­

riaan sepanjang menjadi wewenang Kepala Daerah. 

Bagian ketertiban membawahi : 

- Sub bagian bina ketertiban 

Sub bagian perizinan 

- Sub bagian keagrariaan 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bag ian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

baglan ketertiban. 

d.-.	 Bagian Hukum 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan 

meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, 

telaahan hukum, memberikan bantuan hukum mempu­

blikasikan dan mendokumentasikan produk hukum. 

Bagian hukum membawahi: 

- Sub bagian peraturan perundang-undangan 

- Sub bagian bantuan hukum 

- Sub bagian dokumentasi hukum 

~ ______~,r 
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Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab lansung kepada Kepala 

bagian hukum. 

e. Bagian Perekonomian 

Bagian Perekonomian rnempunyai tugas rnelaksana­

kan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan serta memonitor perkernbangan dibidang 

sarana perekonomian dan peningkatan produksi 

lingkup pertanian. 

Bagian perekonomian rnernbawahi : 

- Sub bagian produksi daerah bidang r 

- Sub bag ian produksi daerah bidang II 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian perekonomian. 

-'
f. Bagian Penyusunan Program 

.Bagian Penyusunan program mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi 

administrasi pembangunan. 

Baglan Penyusunan Program membawahi 

- Sub bagian penyusunan pelaksanaan program 

- sub bagian pengendalian 

- sub bagian pelaporan 

i 
II 

Ii 

Ii 
I 
i. 

~ jr 
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Sub bagian ini masing-masing di pimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian penyusunan program. 

g. Bagian Sosial 
.-

Bagian sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyusunan program dan petunjuk teknis pembi­

naan serta memantau pember ian bantuan dan 

perkembangan kegiatan pelayanan sosial. 

Bagian sosial membawahi : 

- Sub bagian kesejahteraan 

- Sub bagian agama, Pendidikan dan Kebudayaan 

- Sub bagian pemuda, olah raga dan peranan 

wanita 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bag ian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab lansung kepada kepala 

bagian sosial. 

h. Bagian Lingkungan Hidup 
~ 

Bagian lingkungan hidup mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedo­

man dan petunjuk teknis pembinaan lingkungan. 

Bagian Ilngkungan hidup membawahi 

- Sub bagian ANDAL 

sub bagian penanggulangan pencemaran 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 
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dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian lingkungan hidup. 

i.	 Bagian Kepegawaian 

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusu­

nan program dan petunjuk pembinaan dan pengem­

bangan kepegawaian serta mel.::l.ksanakan mutasi 

pegawai. 

Bagian kepegawaian membawahi : 

- Sub bagian umum kepegawaian 

- Sub bagian mutasi.pegawai 

- Sub bag ian pengembangan pegawai 

- Sub bag ian diklat pegawai 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian kepagawaian. 

j.	 Bagian Keuangan
,/. 

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana program, perubahan dan 

perhitungan anggaran dan pendapatan dan belanja 

daerah serta membina administrasi keuangan. 

Bagian keuangan membawahi 

- Sub bagian anggaran 

Sub bagian pembukuan
 

- Sub bagian perbendaharaan
 

- Sub bagian verifikasi
 

, 



.,., 

..h) 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepa1a sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung j awab, 1angsung kapada kepa1a 

bagian keuangan. 

k .	 Bagian Organisasi 
.:--.... 

Bagian organisasi mempunyai tugas me1aksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembi­

naan kelembagaan, ketata1aksanaan, pembinaan 

PAN, pengo1ahan data, analisis dan formasi 

jabatan. 

Bagian organisasi membawahi 

- Sub bag ian kelembagaan 

- Sub bagian ketatalaksanaan 

- sub bagian pengo1ahan data 

- Sub bagian an1isa dan formasi jabatan. 

Sub bagian ini' masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepa1a sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian organisasi. 

1.	 Bagian HUbungan Masyarakat 

Bagian hubungan masyrakat mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat ke 

da1am dan keluar guna memperjelas kebijakan 

pimpinan Pemerintah Daerah. 

Bagian hUbungan masyarakat membawahi ~ 

- Sub bagian pengumpulan ·informasi 

- Sub bagian pemberitaan 
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- Sub bagian dokumentasi dan perpustakaan 

Sub bagian ini masing~masing dipimpin oleh 

kepala sub bagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab Iangsung kepada kepala bagian 

hubungan masyarakat. 

m.	 Bagian Perlengkapan 

Bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksana­

kan penyusunan p~ogram kebutuhan, pengolahan 

dan administrasi perbekaIan, perlengkapan dan 

materiil. 

Bagian perlengkapan membawahi : 

- Sub bagian analisa kebutuhan 

- Sub bagian pengadaan 

- Sub bagian penyimpanandan distribusi 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian perlengkapan. 

n.	 Bagian Umum 
,/ 

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
 

tata usaha kearsipan, urusan rumah tangga,
 

perlengkapan, perjalanan dan protokol.
 

Bagian umum membawahi :
 

- Sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan
 

sekwi Ida
 

- Sub bagian rumah tangga
 

- Sub bagian sandi dan telekomunikasi
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- Sub bag ian protokol 

Sub bagian ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub bagian yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian umum. . 

5. Perangkat Kerja 

5.1. Personalia 

Personalia mencakup pengertian jabatan, 

jumlah dan informasi kepegawaian sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri). 

Formasi disesuaikan kepentingan-kepentingan 

daerah dengan tetap berpedoman pada formasi 

yang telah ada. 

Sebagai Pemerintah Daerah, maka dituntut 

adanya personalia yang memadai, baik secara 

kuwalitatip maupnn kuwantitatip. Hal ini 

mengingat volume pekerjaan dan hubungan kerja 

antar lembaga pelaksana. 

Semakin bertambah ketat, dalam rangka mendu­

kung upaya kegiatan yang terdesentralisasikan. 

Mengenai personalia pelaksana di masa yang akan 

datang juga demikian, bahwa semakin banyak 

banyak tenaga kerja yang beragam kuwalitas 

maupun kuwantitas yang dimiliki, akan mejadi 

semakin besar pula hubungan-hubungan kerja. yang 

" 
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dilakukan. Untuk itu sangat diperlukan adanya 

program penyiapan tenaga kerja, program pendid­

ikan dan latihan karyawan, program penjenjangan 

tenaga pelaksana serta program pengaturan unit-

unit pelayanan perkotaan. 

Suatu kelembagaan yang perlu diadakan adalah 

yang berkaitan dengan penanganan dan p~ngelo-

laan pelaksanaan rencana kota, pengendaliannya 

dan pengawasan pelaksanaan upaya pembangunan 

kota yang dilakukan. baik oleh masyarakat 

maupun oleh pemerintah sendiri. 

5.2. Perabot Kantor 

Perabot kantor yang dalam bahasa Inggris 

disebut office furnishings atau office furni­

ture biasanya meliputi meja tulis dengan kursi­

nya, lemari arsip dan perlengkapan untuk me­

nyimpan warkat-warkat lainnya, meja biasa, rak, 

lemari besi dan perabot lainnya semacam itu. 

Dua macam perabot kantor yang tentu memilikl' 

dan paling banyak dipergunakan dalam setiap 

kantor ialah meja tulis (termasuk pula me1a 

tik) dan kursinya. Oleh karena itu hal ihwal 

meja dan kursi kerja itu perlu mendapat penel­

aahan secukupnya terutama mengenai segi-segi 

ukuran, bentuk dan hubungannya dengan luas 

lantai yang perlu disediakan~ 

--~!
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Beberapa peralatan kantor yang biasa digunakan 

yakni : 
- Kursi
 

Lemari
 
Lemari arsip
 
Meja pimpinan
 
Meja tik
 
Meja tulis
 
Mesin tik
 
Papan tUlis
 
Rak buku
 
Rak surat
 
Sandaran buku
 
Tanggalan
 
Tanggalan meja
 
Tilpun dll.
 

5.3. Ruang Kerja 

Dalam menyusun ruang untuk kerja perkantoran, 

ada beberapa tujuan yang perlu dicapai. Tujuan 

itu merupakan pula syarat-syarat yang hendak 

dipenuhi dalam setiap tata ruang kantor yang 

baik. Tujuan yang hendaknya dijadikan pedoman 

itu ialah :12). 

a. pekerjaan di kantor itu dalam proses Qelak­

sanaannya dapat menempuh jarak yang sependek 

mungkin. 

b. Rangkaian aktifitas tata usaha dapat menga­

lir secara lancar. 

c. Segenap ruang dipergunakan secara efisien 

untuk keperluan pekerjaan. 

12J. Drs. The Liang 6ie, Ad.inistrasi Perkantoran l1odern, Jil id II 1974, hal 61 
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d. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai 

dapat terpelihara. 

e.	 Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlang­

sung secara memuaskan. 

f.	 Pihak luar yang mengunjungi Kantor yang 

bersangkutan mendapat kesan yang baik ten-

tang organisasi tersebut. 

g.	 Susunan tempat kerja dapat dipergunakan 

untuk pelbagai pekerjaan dan mudah diubah 

sewaktu-waktu diperlukan. 

6.	 Fasilitas ruang 

6.1. Kelompok Ruang utama 

a.	 Kepala Daerah/Bupati
 

Kebutuhan ruang
 

- Ruang Bupati
 

- R. Tamu
 

- R. Rapat koordinasi
 

- R. Arsip
 

- Toilet
 

b.	 Sekretaris Wilayah Daerah 

Kebutuhan ruang 

- R. Sekretaris wilayah Daerah 

- R. Kerja staf 

- R. Tamu 

- R. Rapat koordinasi 

- R. Arsip 
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c.	 Asisten Sekretariat bidang Tata Praja 

Kebutuhan ruang : 

- R. Asisten sekretaris bidang tata praja 

- R. Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian tata pemerintahan 

- R. Kepala sub bagian tata pemerintahan 

- R. Administrasi bagian pemerintahan 

- R. Kepala bagian pemerintah desa 

- R. Kepala sub bagian pemerintah desa 

- R. Adminstrasi bagian pemerintah desa 

- R. Kepala bagian ketertiban 

- R. Kepala sub bagian ketertiban 

- R. Administrasi bagian ketertiban 

- R. Kepala bagian hukum 

- R. Kepala sub bagian hukum 

- R. administrasi bagian hukum 

d.	 Asisten Sekretariat bidang Administra~i 

Pembangunan 

Kebutuhan ruang 

R. Asisten sekretaris administrasi 

- R. Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian perekonomian 

- R. Kepala subbag perekonomian 

- R. Administrasi bagian" perekonomian 

- R. Kepala bag ian penyu5unan program 

- R. Kepala subbag penyusunan program 

- R. Administrasi bagian penyusunan program 
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- R. Kepala bagian sosial 

- R. Kepala subbag sosial 

- R. Administrasi bagian sosial 

- R. Kepala bagian lingkungan hidup 

- R. Kepala subbag lingkungan hidup 

- R. Administrasi bagian lingkungan hidup 

e.	 Asisten Sekretariat bidang Administrasi 

Kebutuhan ruang : 

- R: Asisten sekretaris administrasi 
.. - ­

- R~ Staf asisten sekretaris 

- R. Kepala bagian kepegawaian 

- R. Kepa~a subbag kepegawaian 

- R. Administrasi bagian kepegawaian 

- R. Kepala bagian Keuangan 

- R. Kepala subbag keuangan 

- R. Administrasi bagian keuangan 

- R. Kepala bagian organisasi 

- R. Kepala sUhb~g organisasl 

- R. Administrasi bagian organisasi 

- R. Kepala bagian hubungan masyarakat 

- R. Kepala subbag hubungan masyarakat 

- R. Administrasi bagian hubungan masyarakat 

- R. Kepala bagian Perlengkapan 

- R. Kepala subbag perlengkapan 

- R. Administrasi bagian Perlengkapan 

R. Kepala bagian umum
 

- R. Krepala subbag umum
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- R. Administrasi bagaian umum 

6.2. Kelompok ruang penunjang 

a.	 Masyarakat
 

Kebutuhan ruang
 

- Hall
 

- R. Tunggu
 

- R. I n for mas i
 

- Toilet
 

b.	 stat kantor 

Kebutuhan ruang 

- R. Pertemuan 

- R. Penggandaan/Copy 

- R. Arsip 

- R. Ganti pakaian 

- Mushola 

- Kantin 

6.3. Kelompok ruang service 

a.	 Masyarakat
 

Kebutuhan ruang
 

- Parkir umum
 

b.	 stat kantor
 

Kebutuhan ruang
 

- Parkir khusus
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c.	 Staf opererasional 

Kebutuhan ruang :. 

- Gudang 

- R. Mekanikal & Elektrikal 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- Pas jaga 

- Garasi mobil dinas 

- Garasi mobil UPK 

R. Istirahat sopir 
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ANALISIS KANTOR PEMERINTAH DAERAH PONOROGO KAITANYA DENGAN 

EFEKTIFITAS KERJA dan PELAYANAN 

A.	 Klasifikasi kerja Kantor Pemda Ponorogo 

Berdasar tugas dan fungsi dari unsur-unsur manajemen 

seperti pada pembahasan dalam Bab 2 sub bab B, untuk 

frekuensi hUbungan pelayanan pada masyarakat dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Frekuensi Hubungan 
dengan masyarakat 

Unit Kerja 
Sering Sedang Jarang 

Bupat i, Sekwilda 'v" 

Sekretariat V 
Bappeda 

, 

V 
. " 

Inwilkab .r 
",-~-' 

BP 7 ./ 
, /' 

.. 

Kantor Sospol \/-

Mawil Hansip './' 

Dinas-dinas Dae­ / .' 

rah 
"­ ....~, 

Tabel 4.1 

Dari tabel diatas bisa diketahui dari masing-masing 

unit, frekuensi hubungan dengan masyarakat, dengan 

demikian dapat digunakan untuk membuat zona pelayanan 

kaitannya dengan hirarki jabatan yang ada pada struktur 

i 
I 
I 
! 
f, . 
[ 
J 

organisasi sesuai dengan kepentingan masyarakat~ Untuk 

63 
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zona (daerah) unit kerja yang sering berhubungan dengan 

masyarakat letaknya mudah dicapai oleh masyarakat, 

demikian juga untuk yang frekuensi sedang dan jarang 

.letaknya tetap mudah dijangkau, hal ini untuk memudah­

kan hubungan antar unit kerja pada Kantor Pernerintah 

Daerah Ponorogo tersebut. 

c:nduduk 

~_.. f1kf~ 
\ d duk 

Jl. Alun-Alun Utara 

r alun-alun 

Gambar4.1 
A1ternatif Zona (an1isis) 

1. Zona Pusat 
2. Zona Tengah 
3. Zona Tepi 

---.}

I 
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B. Tata Massa yang Mendukung Terhadap Efektifitas Kerja 

1. Tata 1etak massa 

Bedasarkan pembahasan pada Bab 3 sub bab 0 

butir 1 dan menyesuaikan dengan struktur organisasi 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo, 

maka untuk fungsi legislatif yang secara filosof1 

mempunyai kedekatan dengan masyarakat letak massa 

diletakan pada zona yang mudah dicapai oleh masya­

rakat, sehingga terlihat letak massa yang mencermin­

kan kedekatan dengan masyarakat dan secara fung­

sional juga jelas hubungan dengdn Kepala Daerah. 

Untuk kantor sekretariat sebagai pusat koor­

dinasi letak massa sebaiknya mudah dijangkau dari 

segala arah, terutama untuk fungsi pelayanan kedalam 

dan fungsi pelayanan keluar menunjukan kedekatan 

dengan masyarakat dengan mudah pencapaian kelokasi. 

Sedang tata massa yang berfungsi sebagai 

koordinasi (Inwilkab, BP7, Bappeda) yang ada 

sekarang ditata dalam satu kelompok, karena peker­

jaan berhubungan satu dengan yang lain untuk memper­

mudah kelancaran pekerjaan dan jarak terpendek dapat 

dicapai. Dan untuk dinas-dinas daerah sebagai unsur 

pelaksana yang mendukung kegiatan Pemerintah Da~rah 

letaknya harus mudah dijangkau oleh masyarakat 

karena fungsinya sebagai pelayanan terhadap masya­

rakat untuk itu letak massa pada zona tepi. 

I 
II
 

Ji
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Sedang pendopo yang berfungsi untuk kegiatan 

bersama diletakan ditengah, pada posisi yang 

sekarang. Untuk space sebagai pengikat massa dan 

kegiatan upacara berada didepan akan lebih mendukung 

kesan monumentallitas. 

,I /; @~-~~~->C__" / 
~, ~~oyo

-f&tlw- 6/'.~/---~ ~~ 
2.- 1)f~\)

UI1'Q ./ 0 ~:\ t~tl~ :5 S-~\2.~ Af.f-Bt'7 ' l / @, I . 

A· '€Af'P~~·~!.-~D"-CZ?' (r~OVK 5. MA-NtL. \-\A-M"(p
0' ·-·GJ/j ~. [f"lV'lIU"-AB 

7- 1)1~er+t>,A-

AWJt-J -p,4Jt,J 8. 'tJAtz.~i+-A 

'& .~\ ff+i1< 'YG<DfV6t:z, 
\ . .;...1 ~~<.Atl~ 

Gambar:,-'·4.2 KGn.disi ruang 

~ ~'-J~":A' ~r- ~~A¥-~r 

,. 
;Gambar~4.3 Alte~n9~i~ s,ix.kulasi pencapaian 
(analiFiiR) 
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2. Pola tata massa 

Pola tata massa yang ada pada Kantor Pemerintah 

Daerah Ponorogo dapat digolongkan kedalam suatu 

organisasi ruang 'kelompok, dalam hal ini bila ditin­

jau dari efektifitas kerja yang kaitanya dengan 

pelayanan terhadap masyarakat kurang mendukung. 

Karena organisasi ruang kelompok selalu luwes dan 

dapat menerima perubahan tanpa mempengaruhi karak­

ternya dan ini menunjukan suatu karakter yang ber­

diri sendiri atau saling lepas satu dengan yang 

lain. 

Pada suatu Kantor Pemerintah Daerah dituntut 

adanya suatu kesatuan dalam kaitanya dengan efekti ­

fitas kerja dan pelayanan dapat ditampilkan melalui 

suatu organisasi ruang linier yang mencerminkan 

pergerakan atau ali ran yang pada akhirnya akan 

bertemu pada suatu titik/ruang yang menjadi pusat 

kegiatan. Seperti tercermin dalam struktur organisa­

si, kerj? Pemerintah Daerah yang"mencerminkan hirarki 

jabatan, dengan mengacu pada struktur organisasi 

kerja yang ada diharapkan pola tata massa akan 

mendukung dalam efektifitas. 

Sedang organisasi radial merupakan bentuk yang 

ekstrovert yang mengembang keluar lingkupnya, dan 

ini menunjukan suatu pusat yang menjadi titik dari 

ruang-ruang yang mendukungnya. Ditinjau dari hirarki 

jabatan ,merupakan cerminan pimpinan yang, menjadi 
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pusat koordinasi. Karena mempunyai jaringan struktur 

yang telah terpola dari atas kebawah, dan organisasi 

radial mencerminkan suatu bentuk yang memudahkan 

dalam koordinasi maupun pengawasan. 

3. Tata ruang luar 

3.1.	 Lapangan upacara 

Untuk mempertinggi nilai monumental keseluruhan 

tapak, lapangan up~cara berada di depan dari 

komplek perkantoran, sehingga lapangan upacara 

dapat merupakan pengikat keseluruhan bangunan 

dalam tapak. 
'\ 

~ LAp~~rJ(Dpe;r-J' ItfACE-) 
~~ r~Gf~T~)A­

~ ~t1Vu~~G; MOr-JlfN~ ­
tAL..{"-t-,ti s: t(3ArC;lj rJAri 

GattDbar' 4'~4 Tata ruang luar (analis.t'S) 

3.2.	 parkir 

Tempat parkir ditempatkan pada zona terbuka 

sesuai dengan kebutuhan dari pengunjung, hal 

ini untuk menghindari kebisingan yang ditimbul­

kan oleh kendaraan bermotor/mobil. Sedang untuk 

pencapaian ke kantor yang dituju dapat dilaku­

kan dengan jalan kaki, untuk menjaga ketenangan 

dalam situasi perkantoran. Sedanq untuk parkir 
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karyawanditempatkan pada zona terbuka (umum), 

bisa juga pada zona parkir karyawan mengingat 

frekuensi karyawan keluar masuk komplek perkan­

toran relatif kecil. 

3.3.	 Tata hijau 

Tata hijau diperlukan untuk memberikan suasana, 

memperkuat kesan monumental kantor Pemerintah 

Daerah. Selain itu dapat merupakan pelindung 

terhadap panas matahari dan juga merupakan 

pembatas antar bangunan. Untuk memperindah pada 

komplek perkantoran dimanfaatkan taman yang 

menyebar pada masing-masing bagian perkantoran. 

Kebutuhan ruang untuk tata hijau disesuaikan 

dengan jumlah lahan yang ada. 

c.	 Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Efektlfitas Ruang 

Kerja 

Bedasar pembahasan pada Bab 2 sub bab C butir 4 untuk 

mcncapai efp,ktifitag oan efisiensi kerja tentunya kita 

harus mengoptimalkan unsur-unsur yang mempengaruhinya 

seperti 

- Unsur organisasi kerja 

- Unsur personil 

- Unsur peralatan 

- Unsur ruang 
, } 
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Dengan menganggap unsur-unsur organisasi kerja, per­

sonil dan peralatan telah memenuhi persyaratan,sehing­

ga masalah yang perlu dipecahkan adalah unsur ruang, 

bagaimana menciptakan ruang kerja yang memberikan 

kontinuitas gairah kerja, untuk itu perlu dilakukan 

studi terhadap : 

1. Kelompok Ruang 

Pengelompokan ruang bertujuan untuk menciptakan 

efektifitas dalam koordinasi hubungan dang fungsi 

ruang dengan mempertimbangkan terhadap kemudahan 

dalam pe1ayanan serta pengawasan dalam mengkoordina­

si setiap kegiatan yang berlangsung. 

1.1. Berdasar	 sifat kegiatannya 

Ramai :	 Parkir 

Hall 

r.Tunggu 

Sedang	 r. Pelayanan 

(r. Ka Bag + r. Seksi) 

Tenang r. Koordinasi (r. Bupati) 

r. Pertemuan 

1.2. Berdasar	 hirarki pelayanan 

Publik	 : Parkir 

Hall 

r. Tunggu 

Semi privat r. I nformas i 

r. Pertemuan 
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r. Penggandaan/fotocopy 

r. Arsip 

r. Operasional 

Service Toilet 

r. Ganti pakaian 

Mushola 

Kantin 

Par.kir karyawan 

Koperasi 

r. Darma Wanita 

2. Pola hubungan ruang 

Untuk menentukan pola hubungan ruang, diperlukan 

pola hubungan ruang kerja dari tiap-tiap unit kerja 

pola hubungan. Kegiatan kerja ditentukan berdasarkan 

tugas kerja dari masing-masing unit kerja atau 

secara garis besa~ pola hubungan kegiatan kerja 

ditentukan oleh aktifitas dari masing-masing unit 

kerja/personil. 
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Matrik kegiatan hubungan kerja 

No. I Unit kerja 

18 I Inwilkab 

21 I BP7 

23 I Kel. R. Service 

20 I Mawil Hansip 

22 I Kel. R. Penunjang 

12 I Bag. Keuangan 

16 I Bag. Umum 

02 I Sekwida & R. Asisten Sek. 

17 I Bappeda 

05 I Bag. Ketertiban 

11 I Bag. Hub. Mnsyarakat 

15 I Bag. Perlengkapan 

10 I Bag. Gingk. Hidup 

11 I Bag. Kepegawaian 

19 I Sospol 

09 I Bag. Sosia1 

08 I Bag. Penyusunan Program 

07 , Bag. Perekonomian 

13 I Bag. Organisasi 

03 I Bag. Tata Pemerintahan 

01 I Bupati 

06 I Bag. Hukum 

04 I Bag. Pemerintahan Desa 

Skema 4.1 Keterangan : 
lJ!t sering tljarang 
tot sedang 
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Dalam matrik hubungan kegiatan kerja tersebut terli ­

hat unit No.1, 2 berhubungan dengan seluruh unit 

kerja, 3 - 23 mempunyai hubungan dekat, hanya sedi­

kit mempunyai hubungan sedang dan jarang. 

Untuk memudahkan pencarian hubungan ruang unit kerja 

No. 3 16 termasuk dalam Sekretaris Daerah di 

kelompokan menjadi satu dahulu, baru kemudian dicari 

hubungan dengan unit kerja lain. 

Pola hubungan kegiatan kerja Sekretaris Daerah. 

,,', ~4 
0" , , ...........
,. '~(?)

G)! , ',r ::\', __ I, 
,'" , , : \ /' 1\

r;<' @/ /Ib:~~ 
~, / I :,,\, 

,-, I' / :1'.\\1.
1 

'- ~,/ I \, t: 
~- - 6 

I 

J. ,(:;) "'jj; ~, \. 
. ':Y"7~"L ", \/. '0 
1 I'~, - A_ ~\.!.y
K~-.J:!U --':>-"'0//\!!Y 

Skema '1.2 

Keterangan 

3 - 16 No. unit kerja matrik 

hubungan kegiatan kerja 

Hubungan sering 

Hubungan sedang 

Hubungan jarang tidak diberi notasi. 

Keseluruhan unit kerja dalam Sekretaris Daerah tersebut 

di buat matrik hUbungan kegiatan kerja dengan unit 

lain. 
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Matrik kegiatan hubungan kerja Sekretaris Daerah dengan 

unit kerja lain. 

01 R. Bupati 

R. Sekwilda & R. Ass. 

Sekretaris Daerah 

Bappeda 

Inwikab 

Kantor Sospo1 

02 

3-16 

17 

18 

19 

20 Mawil Hansip 

21 

22 

BP7 

Kel. R. Penunjang 

Kel. R. Service23 

Sek. 

Skema 4.3 

Unit kerja 1 dan 2 dapat merupakan satu kesatuan, 

dikarenaka erat hubungan ~erja. 

Skema 4.4 

sering 

sedang 
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3.	 Besaran ruang 

3.1.	 Besaran ruang 

Diperoleh dari perhitungan-perhitungan dari 

variabel yang telah ada. 

Misal untuk fasilitas ruang Kantor dapat diten­

tukan dar i : 

a.	 Fungsi ruang 

b.	 Jumlah personil 

c.	 Jumlah dan dimensi a1at 

d.	 Macam kebutuhan berdasarkan aktifitas 

e.	 Jumlah pengunjung 

f.	 Pola pergerakan pe1aku 

g.	 Kegiatan dan bentuk pelayanan 

h.	 Lay-out 

i. Effek Psychologis 

Beberapa ketentuan pada Buildig Standart yang 

dapat diambil : 

a.	 Berdasar jum1ah personil (Office Planning & 

Design)
 
- R. kerja 1 orang + kursi tamu 2,88 m2
 

R. kerja 2 orang 8,64 m2 
- R. kabag 12,96 m2 
- R. sekretariat 12,96 m2 
- R. koperasi untuk 12 orang 23,92 m2 

b.	 Berdasar macam kebutuhan (Building Planning and 
Design Standart) 
- Privat room 1 meja 3,So. m2 

2 meja 12,60 m2 
Secretary executive 9,00 m2 
Conference room ,. 2,60 mZ 
Secretary private 2,00. m2 
Interview room 6,SO·m2 
General office 6-r 7S ­

9.10·m2· 
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c. Berdasar lay-out (Office Planning and Design) 
- Open lay-out space 6,00 m2 
- 9 orang tanpa kursi tamu 5,00 m2 
- Pr i vate office 30,00 ­

36,60 m2 
- Enclosed work station (2 org) 10,70 m2 

7,10 m2 
5,50 m2 
4,00 m2 

4.	 Sistem Pengawasan 

Umtuk mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal 

faktor sisitem pengawasan sangat memegang peranan 

penting. Pengawasan yang baik dari pimpinan akan 

dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Ini 

juga merupakan suatu usaha untuk menegakan kewiba­

waan, baik langsung maupun secara tak langsung. 

1 i 

1..;;'1	 DOD 
DOD 

0
'7 

'C7 c=:J ':J o CJ c=J 
0
"C7 

C7 ':::7 C/LJ D CJ c=:r 
C? 'C:I r:::::r-

CI Q g 
-f&J -0- 0 0 
~ 'C7 \:::7 c:;J 

ODD 
-c7 <;::7 'CJ 

5. Sitem sirkulasi 

~ '=7

0 0
 
'=7 ':::7

0 0
 
-= .~ImE] 

Garm:rbDr- 4.5
 
Sist,em penK:­

mvasan.. 

Da1am susunan tata kerja Pemerintah Daerah, Bupati 

mempunyai bawahan yang siap membantu melaksanakan 

roda pemerintahan di daerah. Sehingga Bupati Harus 
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dapat menjadi koordinator tiap-tiap bagian yang 

membantunya. Keadaan ini diwujutkan dalam bentuk 

hubungan antar kelompok ruang dan sistem sirkulasi­

nya. Karena fungsinya sebagai wadah pelayanan bagi 

masyarakat, maka diharapkan adanya suatu alternatif 

area sirkulasi yang menghubungkan ruang-ruang. 

Dengan adanya sirkulasi tersebut, pergerakan, pelaku 

kegiatan dapat mengalir dan terkontrol. 

Ada tiga cara dalam merancang area sirkulasi ini 

yaitu, pertama dengan menempatkan area sirkulasi 

diantara ruang-ruang dalam bangunan dan kedua, area 

sirkulasi diletakan pada sisi ruang dalam bangunan­

serta sirkulasi dalam ruangan, khususnya untuk 

sirkulasi kegiatan dalam ruangan. 

GJIIIJI]GIillIiliJ 
~==~=~Q~ ~ =1==1 ~~ =:Lt=4; 

~.;1.l' tIt t it 
~+'.. ., .. 

!Q IT 0 .
 
C.- 4=rncu[po,ods>.
i 0 0 CJ 
'0 I:CT -0 -0 

~+. .t ~~1.A~W'tfA 

g t [oj ~ 
¢CJCJTOD¢~ 

D~.1l CJ \~ 
'C7 V 'C:J 

tUf-';L ~~l fet-iBAS"\ 

.. G-ambar' 4.6 
Sistem sirku~asL (analisis) 
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6.	 Sistem layout ruang 

Menurut sistem penataannya ruang dibedakan menjadi 

dua macam :13). 

- An Original Furniture lay-out, yaitu sistem pen a 

taan perabot secara teratur dan kaku. 

- A Typing Lay-out, yaitu sistem penataan perabot 

secara lebih bebas dan bervariasi. 

Sistem penataan ruang akan mempengaruhi efektifitas 

kerja. Dituntut adanya penataan ruang yang menunjang 

optimasi kerja. 

Dari sistem peruangan dapat dibedakan menjadi dua 

sistem yaitu 

- Tata ruang yang terpisah-pisah (fix lay-out). 

Ruangan terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pemi­

sahan bisa secara permanen maupun tidak permanan. 

- Tata ruang yang terbuka (open lay-out). 

Ruang kerja tidak dipisah-pisahkan.
 

Dengan dasar pertimbangan :
 

- Pelayanan terhadap kegiatan
 

efektifitas ruang, fleksibilitas, privacy, koor­

dinasi/pengawasan. 

- Biaya pelaksanaan. 

- Kenyamanan, penyebaran cahaya dan sirkulasi udara. 

13). Sapier, Michael chairlan, Sapier Lerner, Schlinder inc, Office Planning and Design. 
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'.-0 

000 n 
dPd~ 

Gamhiir 1+;7 Alternatif an original furni'ture ray-out
(..:\rsi tek da ta) 

~~Jd~ 
M 

~w9tj
-. '. 

Gambar '4.8" Alte'rnatif a' typing pool lay-out
(Arsitek data) 
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R Penampilan Bangunan 

Sebagai bangunan Kantor Pemerintah Daerah dan 

sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diwadahi maka 

penampilan bangunan harus dapat memancarkan nilai 

sebagai berikut : 

a.	 Nilai formalitas, yakni cerminan keteraturan, keter­


tiban, kedisiplinan dan kewibawaan sebagai perwuju­


dan dari kantor pemerintah.
 

b.	 Nilai monumentalitas, yakni sebagai cerminan kewiba­

waan yang tampak menonjol, yang diharapkan sesuatu 
-~ 

yang dibanggakan oleh masyarakat. 

c.	 Nilai kesederhanaan dalam bentuk sebagai bentuk 

perwujudan aspirasi masyarakat.
 

Selain memperhatikan nilai-nilai yang harus dimiliki
 

bangunan Kantor Pemerintah Daerah, juga diperhatikan
 

unsur-unsur yang menyusun bent uk penarnpilan bangunan
 

secara keseluruhan yaitu :
 

a.	 Organisasi ruang/gubahan ruang, yang didalamnya
 

terkait masalah-masalah posisi, orientasi dan iner­


tia visuil bentuk.
 

b.	 Pencapaian ke bangunan, yang didalamnya terkait
 

masalah-masalah arah masuk,orientasi, gate/pintu
 

masuk.
 

c.	 Bentuk bangunan yang didalamnya terkait semua aspek 

ciri-ciri visual bentuk.
 

Ketiga unsur ter~ebutdalam komposisi, proporsi dan
 

8kala yang seimbang dalam satu kesatuan yang kompak
 

_,I
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dengan didasari oleh faktor-faktor pewujud bentuk 

(fungsi, bentuk simbul serta struktur), maka dengan 

sendirinya akan terwujud suatu bentuk penampilan bangu­

nan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

- , 

k 
~® 

® Gattfuar 4.10
 
Penc~p~~an ke ban~~nan
 
(Dt<- ef.r.1.+lg,Bentuk ruang &
 
SltSurlannya)
 
1. Langsung 2. Torsamar 

{--J~ 
1 

-~- ---t 
i 

(. <At"''iTrn 

G'amba-r. 4'.9' (aIiaflisis) 

J IJt:rr
 
g~ L-A Wtut4:.· 

I I !u_ 3. Berputar 

~~e
 
,/ 

Ut-l\el1l­

. __ J 

b ~ 
f2A~t::t .l 

!Gambar 4 ..11 rE>r'gani'Sas'i rUiang-:(D. K. Ching) 
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E,. -KESIMPULAN
 

A. Tata massa 

Berdasar analisa tata letak massa pada Kantor 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo maka dapat 

disimpulkan untuk Perencanaan zona (pendaerahan) 

dapat dibedakan menjadi : 

Zona pusat, yang terdiri dari fungsi Legislatif 

(DPRD), Fungsi Eksekutuif terdiri dari Kantor Bupati 

dan sekretariat. 

Zona tengah, yang merupakan fungsi tempat kegiatan 

bersama (Pendopo), yang mudah dijangkau dari segala 

arah. 

Zona tepi, merupakan fungsi Koordinasi seperti 

(Bappeda, Inwilkab, BP7) dan fungsi pelaksana yang 

membantu tugas Bupati seperti dinas-dinas daerah 

direktorat dan non direktorat. 

Sesuai dengan fungsi Kantor Pemerintah Daerah 

yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dan 

demi tercapainya aktifitas kerja yang efektif, maka 

untuk ruang pelayanan menampilkan organisasi ruang 

linier untuk ruang-ruamg pelayanan dan penggabungan, 

orgariisasi radial dan linier untuk ruang koordlnasi 

yang didukung ruang-ruang pelayanan tersebut. 

Tata ruang luar yang terdiri lapangan (open 

space) merupakan unsur pengikat antar bangunan dan 

untuk kegitan bersama, selain itu. dimanfaatkan untuk 
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area parkir pada ruang-ruang tertentu sesuai kegia­

tan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dapat 

dimanfaatkan pUla sebagai tata hijau sebagai pengon~ 

trol dan taman untuk mengimbangi kejenuhan kerja 

yang mungkin terjadi. Disamping itu open space 

rnerupakan pendukung terhadap kesan monumentalitas 

dan wibawa suatu bangunan Pemerintahan. 

B. Faktor yang berpengaruh·terhadap efektifitas ruang 

kerja 

Berdasar kegitanya dapat disimpulkan adanya 

ruang-ruang untuk publik, ruang pelayanan dan ruang 

koordinasi. berdasar hirarki pelayanan terdapat 

ruang pUblik, semiprivat, ruang privat dan service. 

Pola .hubungan ruang untuk mengetahui hubungan 

kegitan kerja yang terjadi dan kaitanya dengan 

peletakan massa bangunan yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain karena keterkaitan· pekerjaan 

yang menutut kedekatan tat a massa, sehingga pencap­

aian terpendek dapat dijangkau dan ini akan sangat 

mendukung terhadap efektifitas kerja. Untuk ruang 

koordinsai dijadikan satu kelompok dan ruang sekre­

tariat yang merupakan pusat kegiatan Pemerintahan 

dan rnenjadi orientasi dari massa bangunan disekitar­

nya rnaka letak massa bangunan berada pada zona 

pusat untuk rnemudahkan koordinasi dan pelayanan 

terhadapmasyarakat dapat dengan mudah dicapai. 

I 
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Besaran ruang disimpulkan berdasar fungsi 

ruang, jumlah personil, jumlah dan dimensi .alat, 

jumlah pengunjung, pola pergerakan pelaku, pelaya­

nan, lay-out dan efek psykologi. 

Adanya berbagai alternatif sistem pengawasan 

untuk memudahkan dalam mengkoordinasi dan mengawasi 

pimpinan terhadap staf, disesuaikan dengan kondisi 

ruang untuk mencapai efektifitas kerja yang diha­

rapkan. 

Berbagai alternatifsirkulasi dalam ruang untuk 

memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan kenya­

manan kerja yang optimal sehingga efektifitas kerja 

dapat dicapai. Penerapanya disesuaikan dengan kon­

disi ruang yang diwadahi. 

Untuk lay-out ruang dalam penataanya dapat 

dibedakan menjadi penataan perabot secara teratur 

dan kaku, dan penataan perabot secara bebas dan 

beLvariasi. Berdasar sistem peruangan dapat dibeda­

kan menjadi ruang tertutu~ dan ruang terbuka. 

c. Penampilan bagunan 

Untuk mencerminkan bangunan Pemerintahan dapat 

diwujudkan dengan unsur monumentalitas, formalitas, 

kesederhanaan karena fungsinya sebagai pelayanan 

terhadap masyarakat akan tetapi sebagai bangunan 

pemerintahan harus mencerminkan kewibawaan dan itu 

dapat dicapai dengan adanya skala yang lain dari 

1._­

i 
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yang lain, proporsi yang rnendukung kearah sirnetri 

serta adanya kesatuan antar bangunan sehingga rnewu­

judkan suatu kornplek pernerintahan yang menyatu dan 

berwibawa sebagai bangunan pernerintahan. 

\ 
f'.-~-' 
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BAB V
 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERRANCANGAN
 

A.	 Dasar Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 

1.	 Pendekatan zoning 

a.	 Zoning ~elayanan 

Berdasar tingkat frekuensi hubungan dengan masya­

rakat maka perletakan zone-zone ~elayanan menuju 

ketingkat yang lebih privacy. 

Zoning privat, untuk ruang koordinasi (Bu~ati). 

Zoning semi privat, ruang-ruang untuk sekretaris, 

asisten sekretaris, kabag. 

Zoning ~ublik, untuk ruang yang langsung berhu­

bungan dengan masyarakat (hall, ruang pelayanan). 

eV'&ldI~ 

II 
Lot 

3> 

i. a,. q~+\ 

;1. 12· <;e-KWIL'DA, /Z.,1Sfs{w-J 
(Z. (<4 ·'{?4~ 

3. Hau.- I (2.. d)·e;:;LA/'AfA-t' 
\ 

G~mbar5~1 (analisis) 

b.	 Zoning fungsi 

Berdasar hirarki jabatan, semakin jauh dari jalan 

masuk menunjukkan semakin tinggi tingkat ~rivacy. 

86
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Zoning I untuk legislatif dan eksekutif. 

Zoning II untuk koordinasi (BP7, Bappeda, Inwil­

kab, Kantor Sospol, Mawil Hansip). 

Zoning III untuk pelayanan (Dinas-dinas 
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2.	 Pola tata massa 

Sesuai dengan fungsi dan pelayanan untuk tata massa 

menggunakan organisasi linier untuk fungsi pelayanan 

dan organisasi radial untuk ruang koordinasi. 

Untuk mendapatkan kesan monumental dapat didekati 

dengan suatu hirarki ukuran. Bentuk yang ukurannya 

berbeda dengan jelas 

massa akan memperkuat 
.-­ .c:=:J. ___ 

~~Olr't7(t¥<~l 

U~~OO~ 

r~Y~Arl 

dalam komposisi perletakan 

kesan monumental . 

IIgp 
13B~~ 'fro BE:' \2-~ 

A\ZA~ Metv1~t2-}OLA) 

'4;.~4r HOt-lVM~A\....-

mimbar 5.3 
Pola tata massa (analisis) 

3.	 Sistem pola lay-out 

Pada Bab IV sub bab C butir 6 disebutkan bahwa lay­

out ruang dlbedakan menjadi 

~. Tata ruang yang terplsah-pisah (fix lay-out) 

-	 Keuntungan
 

Privacy ruang tinggi
 

Kerugian
 

Fleksibilitas ruang kurang
 

Pengawasan mengalami gangguan
 

Biaya pelaksanaan lebih mahal
 

b.	 Tata ruang yang terbuka (open lay-out) 

-	 Keuntungan
 

Fleksibilitas ruang tinggi
 

Pengawasan lebih mudah/langsung
 

_._-------_. ­ --~~--~--~_. 
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Biaya pelaksanaan lebih murah 

Penyebaran cahaya dan udara merata 

- Kerugian 

Privacy ruang kurang 

Berdasar sistem penataannya dibedakan menjadi dua macam 

(Bab IV sub bab C butir 6) 

a. An Original furniture lay-out 

yaitu sistem penataan perabot secara teratur dan 

kaku. 

b. A Typing Pool lay-out 

yaitu sistem penataan perabot secara lebih bebas dan 

berfariasi. 

4.	 Sistem sirkulasi 

Perletakan kegiatan pada tata fisik akan membentuk 

suatu jaringan kegiatan yang saling terkait. 

Jaringan kegiatan ini memerlukan layanan sistem 

sirkulasi untuk merangkainya. Pendekatan sirkulasi 

di dasarkan pergerakan yang terjadi yaitu 

sirkulasi pengunjung (zone umum)
 

sirkulasi karyawan (zone privat dan semi privat)
 

~~~ ~~
~:~ ::~~/ Dr...(-~ AL

:::=;1 - - ~ '.\- II",/.O ~~ 
U O!~-_#~
 

wt.:. ~4.Y ~-{k~
 I 
Gambar 5.4
 

Altrenatif sirkulasi (analisis)
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5.	 Sistem pengelompokan ruang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

- Sifat, bentuk dan karakter kegiatan 

- Hirarki pelayanan 

- Kemudahan koordinasi 

Pengelompokan 

- Linier 

1 =r 
DQDC:Jqp 
r 1 

SCS\JA\ -\4l\2A(ll" 

- Radia~/cluster 

8 
DD~DD 

o KeH~ o	 . l<oo...-ort-J~-

- Penggabungan 

Gambar 5.5 Pengelompokan ruang Canalisis) 
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6. Kebutuhan ruang 

Ruang-ruang yang dibutuhkan pada Kantor Kabupaten 

dipero1eh dari pelaku, macam kegiatan, dalam melaku­

kan fungsi pemerintahan. Pendekatan kebutuhan. ruang 

ini diperhitungkan terhadap tuntutan kebutuhan Kota 

Ponorogo pada tahun 2008. 

Susunan organisasi, tata kerja serta formasi kepe­

gawaian didasarkan atas susunan/formasi yang ada, 

sedangkan untuk menentukan jum1ah personil diasomsi­

kan atas pertimbangan 1ingkup kegiatan pe1ayanan 

serta bebarr kerja dari tiap-tiap unit kerja.Berda­

sarkan pertimbangan-pertimbangan "tersebut, maka 

kebutuhan ruang beserta kapasitasnya dapat disusun 

sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

6.1. Kelompok Ruang Utama 

Unit Kerja Kebutuhan ruang Kapasitas 

Bupati 

Sekretaris Bupati 

Ass. sekretaris 
Bidang Tata Praja 

R. Bupati 
R. Tamu 
R. Rapat 
kordinasi 

R. Arsip 
R. Toilet 

R. Sek. Bupati 
R. Kerja staf 
R. Tamu 
R. Rapat koordinasi 

kabag dan seksi 
R. AI: sip 

R. Ass.Sekretariat 

1 personil 
asumsi 6 orang 
Bupati,sekretaris 
Kabag, seksi, 
instansi terkait 
asumsi 
asumsi 

1 personil 
2 personil 
asumsi 6 orang 

12 orang 
asumsi 

-' 
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Bidang Tata Praja personi1
I 

1 
, R. Tamu asumsi 

Kabag. tata 
Pernerintahan I R. Kabag 1 personi1 

R. Tamu asumsi 
R. Arsip asumsi 
R. Rapat 8 orang 
R. Kerja Staf 18 personi1 

Kabag. Perndes I R. Kabag 1 personi1 
R. Tamu asurnsi 
R. Kerja stat 18 personi1 
R. Arsip asumsi 
R. Rapat 8 orang 

Kabag. Ketertiban I R. Kabag 1 personi1 
R. Tamu asurnsi 
R. Kerja staf 14 personil 
R. Arsip asumsi 
R. Rapat 6 orang 

Kabag. Hukum I R. Kabag 1 personi1 
R. Tamu asurnsi 
R. Kerja stat 14 personi1 
R.Rapat 6 orang 

'R. Arsip asumsi 
Ass.Sek.ADM 
Pernbangunan R. Ass. ADM. Pemb. personi1I 1 

R. Tamu asumsi 
Kabag. Per­
ekonomian I R. Kabag 1 personi1 

R. Tamu asurnsi 
R. Kerja stat 10 personi1 
R. Rapat 6 orang 
R. Arsip asumsi 

Kabag. Penyusunan 
Program I R. Kabag 1 per80nil 

R. Tarnu elsumsi 
R. Kerja staf 14 personi1 
R. Rapat 6 orang 
R. Arsip asurnsi 

Kabag. Sosia1 I R. Kabag 1 personi1 
R. Tamu asumsi 
R. Kerja staf 14 personi1 
R. Rapat 6 orang 
R. Arsip asurnsi 

Kabag. Lingkungan 
Hidup I R. Kabag 1 personi1 

R. Tamu asurnsi 
R. Kerja staf 10 personil 
R. Rapat 6 orang 

Ass. Sek. ADM I R. Ass. Sek. ADM 1 personil 
R. Tamu asurnsi 

Kabag. Kepegawaian! R. Kabag 1 personi1 
R. Tamu asumsi 
R. Kerja staf 18 personLl 

'" f __ •·•· . -. _ . , •• .. ___ ,,_~_.p .. w; ~ArSip -~ .. - .. -. ~':. 'asums'i':' ,..... ._-"'-,,,.,.....,........ 10-••....
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Kabag. Keuangan 

Kabag. Qrganisasi 

Kabag. hubungan 
masyarakat 

Kabag. Perlengka­
pan 

Kabag. Umum 

Tabel 5.2 

6.2. Kelompok 
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I R. Kabag 
R. Tamu 
R. Kerja staf 
R. Rapat 
R. Arsip
 

I R. Kabag
 
R. Tamu 
R. Kerja staf 
R. Rapat 
R. Arsip 

I R. Kabag. 
R. Tamu 
R. Kerja staf 
R. Rapat 
R. Arsip 

I R. Kabag. 
R. Tamu 
R. Kerja staf 
R. 'Rapat 
R. Arsip
 

I' R. Kabag'.
 
R. Tamu 
R. Kerja staf 
R. Rapat 
R. Arsip 

I 

ruang penunjang 

1 personil 
asumsi 
14 personil 
8 orang 
asumsi 
1 personil 
asumsi 
18 personil 
8 orang 
asumsi 

1 personil 
asumsi 
14 personi1 
6 orang 
asumsi 

1 personil 
asumsi 
12 personil 
6 orang 
asumsi 
1 personil 
asumsi 
18 personil 
8 orang 
asumsi 

Pelaku Kegiatan 
I I 

Masyarakat 

Staf Kantor 
keseluruha~ 

Kebutuhan Ruang 

Hall 
R. Tunggu 
R. I n£ormas i 
Toilet 

R. Pertemuan 

R. Penggandaanl 
Fotocopy 
R. arsip 
R. Ganti pakaian 

Kapasitas 
I - ,. I 

asumsi 
asumsi 
asumsi 
asumsi jumlah 
pengunjung 

asumsi 250 (kar­
yawan + tamu) 

as UIns i 
asumsi 
asumsi 

mushola 

Kantin 

asumsi sebanyak 
75%.dari karyawan 
asums i 114 jumlah. 
karyawan 
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Tabel 5.3 

6.3. Kelompok Ruang Service 

Pelaku kegiatan Kebutuhan ruang Kapasitas 

Masyarakat 
Staf Kantor 
Staf Operasional 

Parkir umum 
Parkir khusus 
Gudang 
R. Mekanikal & 
Elektrikal 
R. Genset & 

R. Pompa 
Pos jaga 
Garasi mobil dinas 
R. Istirahat sopir 
Garasi mobil unit 
pelaksana Kota 

asumsi 
asumsi 
asumsi 

asumsi 

asumsi 
asumsi 6 personil 
asumsi 
asumsi 6 orang 

asumsi 

7.	 Besaran Ruang 

Pendekatan ruang dimaksudkan untuk mendapatkan luas 

ruangan yang optimal untuk mewadahi kegiatan-kegia­

tan setiap unit kerja. Pendekatan ruang ini didasar­

kan atas : 

a.	 Fungsi ruang 

b.	 Jumlah Personil 

c.	 Jumlah da.n dimensi alat 

d.	 Macam kebutuhan berdasarkan aktifitas 

e.	 Jumlah pengunjung 

f.	 Pola pergerakan pelaku 

g.	 Kegiatan dan bentuk pelayanan 

h.	 Lay-out 

i. Efek psychologis 

Sesuai pembahasan mengenai standart ruang, maka 

ditentukan besaran ruang untuk masing-masing unit 

kerja sebagai berikut : 

---~
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a) . Ruang Bupati 
- R. Kerja + R. Tamu = 30,00 m2 
- R. Arsip = 9,00 rn2 
- Toilet = 6,00 m2 

45,00 rn2 
b) .	 Ruang sekretaris Bupati 

- R. Keja + R.Tamu = 30,00 rn2 
- R. Kerja stat = 9,00 rn2 
- R. Arsip = 9,00 m2 
- R. toilet = 6,00 m2 

-
54,00 m2 

c).	 Ruang Rapat Koordinasi 
Dengan kapaDitas 20 orang (Bupati, Sekreta 
ris, Kabag, Seksi dan Dinas/ Instansi ter­
kait). 
- R. Sidang = 20 x 2,60 = 52,00 rn2 
- Sirkulasi 20% = 11,00 m2 

63,00 m2 
d). Ruang Ass. Tata Praja. 

- R. Ass. Tata Praja + R. Tamu 
= 30,00 m2 

30,00 m2 
e). Ruang Kabag. Tata Pemerintahan 

- R. Kabag. + R. Tamau + R. Rapat 
= 39,00 m2 

- R. Kerja Staf = 63,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

144,00 m2 
f). Ruang Kabag. Pemerintahan Desa 

- R. Kabag. +·R. Tamu + R. Rapat. 
= 39,00 m2 

R. Kerja Staf = 63,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

114,00 m2 
g). Ruang Kabag. Ketertiban 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 m2 

- R. Kerja Stat = 49,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

97,00 rn2 
h) .• Ruang Kabag. Hukum 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 rn2 

- R. Kerja Staf = 49,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

97,00 m2 
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i).	 Ruang Ass. Adminictrasi Pembangunan 
- R. Ass. Adm. + R. Tamu 

k). Ruang Kabag. Penyusunan Program 
- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 

= 36,00 m2 
- R. Kerja Staf = 49,00 m2 

- R. Ars1p	 '" 12,00 m2 

97,00 m2 
1). Ruang Kabag. Sosial 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 m2 

- R. Kerja Staf = 49,00 m2 

- R. Arsip	 = 12,00 m2 
-

97,00 m2 
m). Ruang Kabag. ~ingkungan Hidup 

- R. Kabag, + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 m2 

- R. Kerja Staf = 35,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

83,00 m2 
n). Ruang Ass. Admlnistrasi 

- R. Ass. + R. Tamu. = 30,00 m2 

30,00 m2 
0) • Ruang Kabag. Kepegawaian 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 39,00 m2 

- R. Kerja Staf = 63,00 m2· 
- R. Arsip = 12,00 m2 

114,00 m2 
pl. Ruang Kabag. Keuangan 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 39,00 m2 

- R. Kerja Staf = 49,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

100,00 m2 

. I 

1",­
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q) . Ruang Kabag. Organisasi 
- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 

= 39,00 m2 
- R. Kerja Staf = 63,00 m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

1.14,00 m2 
r ) . Ruang Kabag. Humas. 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 m2 

- R. Kerja Staf = 49, QO m2 
- R. Arsip = 12,00 m2 

91.00 m2' 
5) • Ruang Kabag. Perlengkapan 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 36,00 m2 

- R. Kerja Staf = 42,00 m2 

- R. Arsip = 12,00 m2 

90,00 m2 
t) . Huang Kabag. Umum 

- R. Kabag. + R. Tamu + R. Rapat 
= 39,00 m2 

- R. Kerja Staf = 63,00 m2 

- R. Arsip = 12,00 m2 

114,00 m2 

u). Ruang Penerima (Hall/ ruang tunggu) 

Diasumsikan pengunjung perhari sebanyak.. 

600rang +, kunjungan dari instansi lain 15 

orang~ 

- Hall (asumsi) = 144,00 m2 
- R. Tunggu (asumsi 30% tamu), 

23 x a 0,75 m2 :=. ,11,25 m2 
- R. Telephon umum (2 bh x 

1 m2/unit) = 2,00 m2 
R. Informasi dan operator :=. 12,00 m2 

175,00 m2 

v). Toilet 

Perhitungan jumlah toilet ?-idasarkan atas, 

jumlah keseluruhan karyawan (204 orang) 

ditambah asumsi rata-rata pengunjung tiap, 
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hari sebanyak 75 orang. sehingga jumlah 

pemakai 279 orang. Dengan memakai perbandin­

gan jumlah 1aki-lakl : wanita sebanyak 60 

40, maka jumlah pemakai pria = 168 orang, 

sedang jumlah pemakai wanita = 111 orang. 

Berdasarkan standart (Office Administration 

and	 Office Planing Design) : 

setiap 150 orang membutuhkan 6 buah we dan 6 

buah urinoir. 

Untuk setiap pertambahan 40 orang diperlukan ~ 

penambahan masing-masing 1 buah we dan 1 bh 

urinoir. 

Dimensi ruang we = 2 xl,S m2 

Dimensi urinoir = 0,75 xl,S m2 
Kebutuhan luas toilet : 
we pria sebanyak 7 buah = 21,00 m2 
Urinoir sebanyak 7 buah = 7,90 m2 
we Wanita sebanyak 6 huah = 18,00 m2 

-i 46.90 m2 
w) •	 Ruang pertemuan 

Dipakai untuk rapat koordinasi secara keselu­
ruhan dihadiri oleh 

Bupati, Sekretaris = 2 org 
Kabag + Ka sub bag = 32 org 

- Ka. Seksi + Ka Sub Seksi = 16 org 
Pejabat camat = 4 org 
Lurah = 26·o:r:g 

- Dinas/Instansi lain = 30 org 

110 org 
Besaran ruang yang diperlukan 
- R. sidang 2 m2/org = 220 m2 
- stage (asumsi) = 30 m2 

250 m2 
- Sirkulasi 20 % = 50 m2 
- R. gudang & data (asumsi)= 24 m2 



~-,--'--_:_---- - -~ ------_._- ­

gg 

- R. persiapan & kontrol 
asumsi = 24 m2 

348- m2 
X}.	 Perhitungan luas mushola 

Jumlah total karyawan Kantor sebanyak 204 
orang, asumsi sebanyak 75 % aktif menjalan­
kan sholat pada jam istirahat diasumsikan 
waktu sholat bergantian tiap 15 menit (ada 4 
periode), maka tiap periode sebnyak 39 
orang, sehingga membutuhkan ruang seluas 

R. sholat (a 0,8 m2) . = _31,20 m2 
- R. Imam + sirkulasi 15 % = 4,68 m2 

R. wudlu	 = 18,00 m2 

53,88 m2 
y) .	 R. kantin karyawan 

asumsi dibuat 4 ship, maka tiap ship sebany­
ak 51 orang. Standart ruang makan 1,21 
m2/org. maka 1uas kantin : 

R. makan = 61,71 m2 
- Sirkulasi 15 % = 9,25 m2 
- dapur asumsi :: 20,00 m2 

aa) .	 R. Penggandaan /foto copy 
asumsi = 24,00 m2 

bb) . R. Ganti (asumsi) . = 24,00 m2 
cc) . R. Koperasi karyawan 

asumsi = 24,00 m2 
dd) . R. Darmawanita (asumsi) = 36,00 m2 
ee) . Ruang-ruang unit operasional 

Gudang	 = 12,00 m2 
R. Mekanikal & Elektrikal = 12,00 m2 
R. Generator + pompa = 9,00 m2 
R. Pos jaga (6 x 3 m2/org) = 18.00 m2 

- R. Garasi mobil Dinas 
(8 x 20 m2/mobil~ = 160.00 m2 

-	 R. Garasi mobil UPK 
(6 x 20 m2/mobil) = 120.00 m2 

331.00 m2 
ff).	 Tempat parkir mobil, sepeda motor, sepeda 

Tempat parkir karyawan 
Tempat parkir mobil, diasumsikan karyawan 
yang memakai mobil sebanyak 12 orang. 
R. Parkir (a 15 m2/mobil) = 180,00 m2 
Sirkulasi 50 % = 90,00 m2 

270,00 m2 
Tempat parkir sepeda motor 
Diasumsikan pemakai sepeda motor sebanyak 
60 % dari jumlah karyawan yaitu sebanyak 
123 oran~. 
R. Parkir (a 1,8 m2) = 221,00 m2 
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Sirkulasi 50 %	 = 110,70 m2 

332,00 m2 
Tempat parkir sepeda 
Diasumsikan sebanyak 10 % dari karyawan 
yaitu sebanyak 21 orang. 

R. Parkir (a 1,8 m2) = 37,80 m2 
Sirkulasi 50 % = 18,90 m2 

56,70 m2 
Tempat parkir pengunjung/tamu 
Rata-rata pengunjung per hari sebanyak 60 
orang, ditambah dari instansi lain 15 orang. 
Asumsi prosentasc pemakai kendaraan sebagai 
berikut : . 
10 % memakai mobil 8 mobil 
70 % memakai sepeda motor 
dan sepeda • 53 bUi:lh 
20 % memakai kendaraan umum 
Tempat parkir mobil (a 15 m2) = 120,00 m2 
Sirkulasi 50 % = 60,00 m2 

= 180,00 m2 
Tempat parkir sepeda dan sepe­
da motor (a 1,8 m2) = 95,4 m2 
Sirkulasi 50 % = 47,7 m2 

143,10 m2 

9.	 Gubahan tata massa 

Berdasar kebutuhan ruang, pengelompokan ruang, maka 

gubahan tata massanya dapat diadakan pendekatan 

yaitu : 

a.	 ruang-ruang luar didalam komplek Kantor Pemerin 

tah Daerah 

1). Formalitas, yaitu satu· keteraturan, kedisi ­

plinan yang tidak kaku dicapai melalui pola 

simetris tetapi tetap dinamik. 

2). Koord inati f, yai tu. merupakan satu koordinas i 

dari berbagai bidang kerja dengan tujuan yang 
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sama, dicapai dengan pola penzoningan dan 

pola hubungan kegiatan. 

3).	 Keintiman,. untuk mengimbangi formalitas 

diperlukan keleluasaan/keintiman ruang-ruang 

luar dicapai dengan ruang yang melegakan dari 

b.	 Ruang-ruang luar diluar komplek 

1). Orientasi, yaitu mencerminkan bangunan untuk 

masyarakat umum. 

2). Adaptasi, yaitu gubahan massa menyesuaikan 

lingkungan baik fisik bangunan maupun tradisi 

kebudayaan. 

3). Kesatuan, yaitu sebagai satu kesatuan kegia­

tan dari keseragaman yang ada bersama masya­

rakat. 

4).	 Keintiman, yaitu kesan menerima dan bersarna­

sarna dengan masyarakat. 

5).	 Kewibawaan, yaitu bangunan yang bersifat 

monumental. 
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BAB VI 

KONSEP DASAR PERANCANGAN 

1.	 Konsep zoning 

a.	 Berdasarkan hirarki jabatan dalam kepemimpinan 

dan sifat pelayanan terhadap masyarakat komplek 

perkantoran Pemerintah Daerah dibagi dalam tiga 

sifat daerah (zoning) 

- Zoning satu : 

Fungsi legeslatif (DPRD) dan fungsi eksekutif 

(Kantor Bupati dan Sekwilda) merupakan fungsi 

Pemerintah Daerah yang tertinggi meliputi 

seluruh bidang pelayanan. 

- Zoning dua : 

Fungsi-fungsi koordinasi (Babpeda, BP7 dan 

Inwilkab) merupakan fungsi pembantu eksekutif 

dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 

-	 Zoning tiga : 

Fungsi dinas Direktorat non Direktorat sebagai 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan 

masing-masing bagiannya 

b.	 Peletakan bangunan dalam komplek Kantor Pemerin­

tah Daerah berdasarkan sistem Pemerintahan seper­

ti yang tercermin dalam struktur organisasi. 

102
 



-----l 

103
 

2. Gubahan tata masa 

Peletakan bangunan dalam Kantor Pemerintah Daerah 

berdasar pemerintahan seperti tercermin dalam struk­

tur organisasi. 

a.	 Ruang luar didalam komplek 

Adanya space pengikat antar kelompok bangunan. 

Adanya pola sirkulasi kegiatan ruang luar yaitu 

pola sirkulasi manusia, kendaraan dan barang 

dalam menuju dan meninggalkan ruang atau menuju 

ruang lain. Untuk mengurangi kejenuhan kerutinan 

atau kepenatan kerja diperlukan keleluasaan dan 

keintiman ruang luar dengan view yang melegak~n. 

b.	 Ruang luar diluar kornplek 

Adanya space penghubung antar kornplek dengan 

masyarakat. Adanya space pendukung kesan rnenerima 

dan sekaligus rnendukung kewibawaan yaitu jarak 

minimal antara jalan dengan bangunan lebih besar 

dari tinggi bangunan 

3.	 Pola lay-out dan slrkulasi 

Open lay-out 

Dipakai untuk ruang-ruang pelayanan (ruang Kabag. 

dan ruang Seksi). 

Fix lay-out : 

Dipakai untuk ruang-ruang yang membutuhkan 

priv..acy tinggi(ruang Bupati, ruang",Sekretaris>}. 
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Sistern lay-out rnenurut penataannya : 

An Original Furniture lay-out dipakai untuk ruang­

ruang pelayanan (R. Kabag. dan R. Seksi). 

A Typing Pool lay-out dipakai untuk ruang kantin dan 

ruang-ruang koordinasi (R. Bupati, R. Sektretaris). 

Konsep sirkulasi : 

a.	 Mernberikan kernudahan rnencapai dari/ke ruang­

ruang yang ada disekitarnya. 

b.	 Sistem sirkulasi diharapka rnewujudkan 

keteraturan ruang dan orientasi. 

c.	 Didalarn kornplek Kantor Pernerintah Daerah, sistern 

sirkulasi diarahkan untuk menunjang pernbagian 

ruang (zoning). 

4.	 Gubahan tata ruang 

4.1. Macarn kebutuhan ruang 

a.	 Ruang utama
 
- R. Bupati
 
- R. gekreturi~ Bupati
 
- R. Rapat Koordinasi
 
- R. Asisten Tata Praja
 
- R. Kabag. Pemerintahan
 
- R. Kabag. Perndes
 
- R. Kabag. Ketertiban
 
- R. Kabag. Hukum
 
- R. Asisten Adrn. Pembangunan
 
- R. Kabag. Perekonornian
 
- R. Kabag. Penyusunan Program
 
- R. Kabag. Sosial
 
- R. Kabag. Lingkungan Hidup
 
- R. Asisten Adrninistrasi
 
- R. Kabag. Kepegawaian
 
- R. Kabag. Keuangan
 
- R. Kabag. Organisasi
 
- R. Kabag. Humas
 
- R. Kabag. Perlengkapan
 
- R. Kabag. Umum
 

,:...., 
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b.	 Kelompok ruang penunjang
 
Untuk masyarakat
 
- R. Hall
 
- R. Tunggu
 
- R. I n for rnas i
 
- Toilet
 
Untuk Staf kant or
 
- R. Pertemuan
 
- R. Penggandaan/foto copy
 
- R. Arsip
 
- R. Ganti pakaian
 
- Mushola
 
- Kantin
 

c.	 Kelompok ruang service
 
- Parkir umum
 
- Parkir khusus
 
- Gudang
 
- R. Mekanikal dan Elektrikal
 
- Pos jaga
 
- Garasi mobil dinas
 
- Garasi mobil UPK
 

4.2. Pengelompokan ruang 

Sesuai hirarki : secara linier 

kemudahan koordinasi :secara radial 

Dipakai pengelompokan ruang yang merupakan 

penggabungan penge1ompokan ruang sccara linier 

dan radial. 

4.3. Besaran ruang 
R. Bupati	 = 45,00 m2 
R. Sekretaris	 = 54,00 m2 
R. Rapat Koordinasi	 = 63,00 m2 
R. Asisten Tata Prja	 = 30,00 m2 
R. Kabag. Tata Pemerintahan = 114,00 m2 
R. Kabag. Pemdes	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Ketertuban	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Hukum	 = 97,00 m2 
R. Asisten Adm. Pembangunan = 30,00 m2 
R. Kabag. Perekonomian	 = 83,00 m2 
R. Kabag. Penyusunan Program = 97,00 m2 
R. Kabag. Sosial	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Lingk. Hidup	 = 83,00 m2 
R. Asisten Administrasi = 30,00 m2 
R. Kabag. Kepegawaian	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Keuangan	 = 100,00 m2 
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R. Kabag. Organisasi	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Humas	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Perlengkapan	 = 90,00 m2 
R. Kabag. Umum	 = 114,00 m2 
R. Penerima + Toilet	 = 221,25 m2 
R. Perternuan	 = 352,80 m2 
R.	 Mushola = 54,00 m2 
R.	 Kantin Karyawan = 90,00 m2 
R.	 Pengandaan/foto copy = 24,00 m2 
R.	 Ganti,R.Koperasi, R. Darma 

Wanita = 84,00 m2 
R. Unit Operasi = 331,00 m2 
Parkir = 981,00 m2 

Jumlah 3501,05 m2 
Sirkulasl 30 % 1050,31 m2 

Jumlah total	 4551,36 m2 

4.4. Persyaratan ruang 

a.	 Pencahayaan 

- Pencahayaan alami 

Mengusahakan seminimal mungkin sisi 

bangunan yang terkena langsung sinar 

Matahar i. 

Membuat pengh~lang sinar Mataharl untuk 

menghindari panas dan sllau terutama 

dari pembukaan ruang. 

- Pencahayaan buatan 

. Penyalaan lampu mengikuti arah gerakan 

penurunan intensltas cahaya. 

b.	 Penghawaan 

penghawaan yang digunakan adalah penghawaan 

alamo dengan metoda pergerakan udara, yaitu 

merancang lUbang-lubang pemasukan maupun 

pelepasan udara pada dlnding, dan langit ­
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langit. Hanya ruang-ruang tertentu mengguna­

kan penghawaan buatan misalnya ruang rapat, 

4.5.	 Penampilan bangunan 

penampilan bangunan memancarkan nilai : 

a.	 Mendukung monumentalitas, formalitas, kewi­

bawaan, dicapal dengan penonjolan kolom­

kolom (garis vertikal). 

b.	 Mendekati bentuk yang mendekati simetri, 

untuk lebih memperjelas kemonumentalannya. 

c.	 Mendukung kesan menerima, kebutuhan kenyama­

nan penghawaan dan pencahayaan alam, dicapai 

dengan pembukaan lubang cahaya (dinding 

transparan) dan pembukaan lUbang ventilasi. 

d.	 Bentuk atap adaptif te~hadap lingkungan. 

4.6.	 Sistem struktur 

a.	 Modul dasar perancangan 

penentuan modul dasar perancangan didasarkan 

pada ukuran ruang yang dibutuhkan bagi 

kegiatan - kerja dan peralatan. Sedangkan 

pengembangan modul dasar ini ditentukan 

bentuk segi empat dengan pertimbangan efek­

tifitas kegiatan kerja, bentuk perabot, 

kemudahan pelaksanaan efektifitas penggunaan 

ruang dan pembukaan pencahayaan/penghawaan. 
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b.	 Struktur atap 

Penentuan struktur atap berdasar bentang 

ruang beban yang didukung, pelaksanaan, 

perawatan dan kemungkinan biaya konstruksi, 

maka struktur atap dipilih sistim rangka, 

sedang konstruksinya dipilih berdasarkan 

berat struktur, pelaksanaan, ketahanan, daya 

dukung dan keawetan. 

c.	 Struktur badan (dinding/kolom dan lantai 

atas). 

Penentuan sistim struktur badan dipilih 

berdasar pertimbangan terhadap daya dukung 

beban diatasnya dan beban sendiri, kemungki­

nan gempa, kesan terbuka, pelaksanaan, pera­

watan, harga dan keawetan. 

d.	 Struktur kaki (pondasi) 

Penentuan sistem pondasi berdasarkan daya 

dukung tanah dilokasi site, beban yang 

diderita, sistem struktur badan dan eflsien­

si struktur. Beban yang diderita pondasi 

cukup besar dan merupakan beban tjtik. oleh 

karena itu demi efisiensi dipakai pondasi 

titik dengan konstruksi beton berupa foot­

plat. Sedangkan untuk lantai bawah terdapat 

pondasi penerus konstruksi batu kali tetapi 

tidak mendukung beban dari lantai atas dan 

beban atap. 
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a. Wilayah Kecamatan Ponorogo, terdiri dari 

l. Kelurahan Bangunsari 

2. Kelurahan Tambakbayan 

3. Kelurahan Pinggirsari 

4 . Kelurahan Jengglong 

5. Kelurahan Banyudono 

6 . Kelurahan Nologaten 

7 . Kelurahan Mangkujayan 

8. Kelurahan Surodikraman 

9 . Kelurahan Kepatihan 

10. Kelurahan Pakunden 

11. Kelurahan Paju 

12. Kelurahan Brotonegaran 

13. Kelurahan Kauman 

14. Kelurahan Taman Arum 

15. Kelurahan Cokromenggalan 

16. Kelurahan Beduri 

17. Kelurahan Keniten 

18. Kelurahan Purbosuman 

19. Kelurahan Tonatan 

b. wl1ayah Kecamatan Babadan, terdlrl dar1 

1. Kelurahan Kertosar1 

2 . Kelurahan Kadlpaten 

3. Kelurahan Pat1han Wetan 

4. Desa Cekok 

5. Desa Japan 

6. Desa Gupolo 



c. Wilayah Kecamatan Slman, terdirl dari 

1. Kelurahan Mangunsuman 

2. Kelurahan Ronowijayan 

3. Desa Tajug 

4 . Desa Patihan Kidul 

5. Desa Siman 

6. Desa Manuk 

7. Desa Brahu 

8. Desa Sekaran 

9. Desa Beton 

d. Wilayah Kecamatan Jenangan, terdirl dari 

l. Kelurahan Slngosaren 

2. Kelurahan Setono 

,\
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\PEl1ERIIiTA.ILLh1lf l 
& ORGANISASI 

I 

-1 P?1~RINTAHANl 
Ur.fUl'1 & DESA 

1p~~rmRINTA.H I 
DAERAH 

·YAGRARIA r 

KEU ANG.;.'j\f 

PERLENC';;;· 
KAPAi'{ & 
PE:rt1\L AT AN 

I 

KEUANGAN I 

1PERLENGKA • 
Pr"iN & PER 

( K.AKAN 
IN'.f ILKtill 

ISUB BAG~"-
I T.U 

URUSAN 

PENYUSUNAN 
PROGRAH 

URUSAN 
SURAT ME± 

NYURAT 

~ URUSAN \ 
UHUMc 

PEHBicNGUNAN I 

HPEMBA1\l"GUNAN :1
 
DAERAH TK. II
 

PROYEK~PROYEKI 
PROG. Bfu~T. 

PEr-ill. DES.1yPERUSAHAt1
AN DAERAH 

SOSFOL 
& KEPE­
GAWAI~4..N 

I 

PEMBINA 
SOSPOL 
& KEAMA 
NAN 

PEHBINA 
AN KK. 

. PEGAlN.!I. 
AN 

IPEREKONO-\ 
& KESRA 

j 

I 

lPEREKONO-I 
MIAN 

~KESRAl 
.­

~ UMUM 1
 

Tabel 1. Struktur drgani~asi Inwilkab. Dati II Ponorogo 
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I KETUA I
 
URUS1u1" PENYU 
SUNAN RENe. 

~ SEKRETARIS ~ KEGIATAN 

URUSAl'T KE­
UAl'WAN 

YURUSAN UHUH 

BIDANG SOSBUD.c 
& LAPORAL'T 
BID. PENDAJ.'TAANj IBIDANG OKONOHI j- . 

II 

HSEKSI PENGADAAN IH SEKSI 
DATA 

f- SEKSI ABALISA(
& PENILAIAN 

WSEKSI LAPORANI 

YSEKSI -STATIS-l 

I SEKSI PEND. 
P~~RTAJ."HAN MENTAL SEPIRI 

TUAL & PEMEBIN. 
T AHA,.\J 

f- SEKSI nm. & USEKSI KESRil.J 
PERTAIfiB. & E 
NERGI 

SEKSI PENERA­HSEKSI PERDA-.I 
GAJ.'{GAN & KOP. NGAN KOHU1UKA. 

§I 

y"DEKSI PENG~1.1 ~SI KEPF:ND. 
T1K & DOK. DUNIA. USAHA .e' 

Tabel 2. Struktur Organisasi Bappeda Dati II Kab. 

BIDANG 
FISIK& 
PRASARA- . 
HA 

SEKSI 
PENGAI 
RAN 

SEKSI 
t- PERHUB. 

& PAR. 

t- SEKSI 
TATA RU­
A..N"G & TA 
TA GUNA 
TANAH 

SEKSI ,sUHBER 
I-

.!\LAM & LINGK. 
HIDUP 

Ponorogo 

{
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'SEKSI PEMBN. \ 
UNUM & HASY. 

I 

SUB SEKSI 
HUB. APA­
RATUR Pili 
DA dg DPRD 

SUB SEKSI J 
PEMILU " 

SUB SEKSI 
ORG. SOSPOL & 
PROFESI 

4 I
SUB S:8KSI 
PEt-IBN. l1ASY. 

KAK.AN 
SOSPOL 
KAB. 

ISUB BAG. I 
'I'.-U
 

SEKSI PEHBN.
 
KESATe-AN .. '
 
BANGSA 

SUB SEKSI 
PEMBN. IDIO 
LOGI 

.' 

SUB SEKSI 
pEl-mINAAl\f 
KES. BANGSA 

SEKSI PEHE­
. LIHARAAN 

KET. UHm'I 

SUB SEKSI
 
PERIJINAN
 

SUB SEKSI I 
PENERTIBAN , 

Tabel 3. Strutur Organisasi Sospol Kab. 

rl URUSAN I
UNUN 

URUSAN I 
KEUANGAN 

-
SEKSI PEI'iG-
AMAN"AN 

I 

SUBS.2:KSI
 
PENGA1'1AN Al"f
 
POLITIK
 

SUB SEKSI' 
PENGAMA..1'i AN 
SOSEK. BUD. 

Dati II Ponorogo 

I, 
,. 

1 
I ~ 

•i" ! 
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BUPATI
 

-~SEK.·'!IDAl 

I 

HAitI H~u'\JSIP 

SUB BAG. T.U. 

PEHBINAAl'J POTENSI PERGERAKAW>& 
PENGENDALI A..N 

HMIIL HJ.j'JSIP 
K:C;C AN AT l\.N 

Tabel 4. Struktur Qrganisasi Mawil Hansip Kab~ II Ponorogo 

] KEf ALA [ _. 

S """Tr;::l"H"T ~~RI S~.t\. ...\..;...J _ 

IBIDANG PENGKAJI.A.N" & I BIDANG PENDIDIKAN 
PENGEMBANGAN 

'\ 

I r.s~KSI n D."l.TA 
PENGOLAHANl

I 
~SEKSI ADM. PENDIDIKAN 

H'SEKSI PE~'.r.E;LITLU·r 
-& PENGENB1UTGAl'J 

' SEKSI PEND. 
~ R_cU'i P4 

& PENATA­

SEKSI .81] _4.LU ASI 1 

Tabel 5. struktur Organisasi BP7 Kab. Dati II Poijorogo. 
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